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Abstrak
Rizki Wahid, Nomor Pokok E111 258, dengan judul “Perbandingan
Pola Kewenangan Pemerintah Kota Makassar Periode Ilham Arif
Sirajuddin dan Moh. Ramdhan Pomanto dalam Pengelolaan Pasar
Terong di Kota Makassar”. Dibimbing Oleh Dr. Gustiana A. Kambo,
M.Si selaku pembimbing I dan Andi Naharuddin, S,IP.,M.Si selaku
pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkomparasi
kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin dan
Moh.Ramdhan Momanto dengan meilihat bagaimana bentuk kewenangan
yang ada dalam masa kedua pemerintahan dan dampak dari kewenangan
terhadap pelaksanaan kebijakan di Pasar Terong yaitu sejauh mana
pengimplemtasian Perda No 15 tahun 2009 tentang perlindungan
pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern.
Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan dasar
penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai informan
kunci yang dianggap memahami wewenang pemerintah Ilham Arif
Sirajuddin dan Moh. Ramdhan Pomanto serta bagaimana kedua
pemerintahan memperlakukan Pasar Terong. Penelitian ini juga
menggunakan sumber lain dari jurnal, internet, buku, penelitian
sebelumnya dan data dari pihak terkait.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewenangan antara
pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin dan Moh.Ramdhan Pomanto memiliki
kesamaan dan perbedaan dalam pelimpahan kewenangan dalam
pengelolaan Pasar Terong. Pelimpahan kewenangan yang berbeda
berdampak pada pengimplementasian kebijakan yang berbeda.
Pengimplementasian bentuk kewenangan antara pemerintahan Ilham Arif
Sirajuddin dan Muh. Ramdhan Pomanto dalam menjalankan
pemerintahan kota Makassar tidak berjalan dengan baik. Aturan dalam
Perda yang dinilai masih diabaikan oleh pemerintah ialah mengenai
pemberdayaan dan Perlindungan pasar lokal.
(Kata kunci : Perbandingan, Kewenangan, Ilham Arif Sirajuddin, Moh.
Ramdhan Pomanto, Pasar Terong.)
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1Bab I
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Kewenangan dalam sebuah instansi atau lembaga adalah
kekuasaan yang bersifat formal, sebagai sebuah kekuasaan yang formal
kekuasaan diturunkan menjadi sebuah keputusan-keputusan yang
melahirkan sebuah kebijakan. Dalam sebuah studi politik, 1kebijakan
adalah satu aspek politik yang memiliki dampak paling luas pada
masyarakat. Lebih luas lagi kebijakan adalah sebuah rencana aksi. Untuk
menggangap sesuatu sebagai sebuah kebijakan mengimplikasikan bahwa
sebuah keputusan formal telah dibuat dan memberikan persetujuan formal
pada sebuah rencana aksi tertentu. Kebijakan publik karenanya dapat
dilihat sebagai keputusan-keputusan formal dari badan-badan pemerintah.
Akan tetapi, kebijakan lebih baik dipahami sebagai hubungan antara
gagasan-gagasan, aksi-aksi dan hasil-hasil. Pada level gagasan,
kebijakan mencerminkan apa yang pemerintah katakan akan dilakukan.
Pada level aksi, kebijakan tercermin dalam apa yang dilakukan
pemerintah secara aktual. Pada level hasil, kebijakan pemerintah
tercermin dalam pengaruh dari pemerintah pada masyarakat.
Dalam proses penyusunan sebuah kebijakan, pemunculan sebuah
gagasan atau pengajuan usulan  yang di lanjutkan dengan sebagian
1 Heywood, Andrew. 2014, Politik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal 621-622
2bentuk debat, analisis dan evaluasi dan diakhiri dengan pembuatan
keputusan formal dan rencana aksi merupakan sebuah rangkaian proses
kebijakan publik dibuat. Dalam hal ini, sebuah kebijakan sangat
dipengaruhi oleh siapa dan bagaimana pembuatan keputusan berjalan.
Pembuatan keputusan oleh individu atau kelompok berdasarakan
rasionalitas secara umum dilandasi untuk memaksimalkan kesenangan
dan meminimalkan kesusahan.
Salah satu kebijakan yang keputusannya berdasarkan rasionalitas
adalah kebijakan Otonomi Daerah. Kebijakan otonomi daerah lahir dari
usulan yang menghasilkan rencana aksi dengan memberikan porsi lebih
besar kepada daerah masing-masing untuk mengatur daerahnya. Salah
satu bentuk lahirnya otonomi daerah di Indonesia adalah
mengharuskannya setiap daerah memiliki produk hukum yaitu Perda.
Setiap daerah di Indonesia wajib memiliki Perda untuk mengatur
keberlangsungan kinerja pemerintah kota, salah satunya adalah Kota
Makassar. Kota Makassar yang termasuk dalam salah satu kota
Metropolitan di Indonesia memiliki kompleksitas masalah dengan corak
masyarakat yang heterogen, maka dianggap perlu untuk membuat sebuah
kebijakan dalam penanganan problematika perkotaan. Salah satu yang di
anggap perlu untuk di atur adalah persoalan kebijakan pemerintah untuk
menata pengelolaan perpasaran baik pasar modern maupun pasar
tradisional.
3Kebijakan menyoal pengelolaan pasar di Kota Makassar tertuang
dalam peraturan daerah nomor 15 tahun 2009 tentang perlindungan,
pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern. Perda
Pasar nomor 15 tahun 2009 adalah hasil dari turunan Perpres No112
tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar Tradisional, Pasar
Modern dan Pasar Perbelanjaan yang kemudian dari perpres tersebut
lahirlah aturan Permendag No 53 tahun 2008 yaitu pedoman Penataan
dan pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Adapun Lahirnya peraturan daerah No 15 tahun 2009 tersebut memiliki
tujuan untuk melindungi pasar tradisional dan ekonomi kecil dari
gencarnya pembangunan pasar modern di kota Makassar.
Pasar tradisional merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang
memberikan kontribusi besar terhadap pilar perekonomian di Indonesia.
Ketahanan dan kelangsungan hidup pasar tradisional akan berpegaruh
terhadap kondisi perekonomian nasional. Sehingga pemerintah harus
tetap menjaga keberadaan pasar tradisional.2
Pasar tradisional memiiki pengaruh besar terhadap masyarakat
yang dimana ketergantungan masyarakat kalangan menengah ke bawah
begitu besar pada pasar Tradisional, Pasar Tradisional terus mengalami
penurunan di tengah pertumbuhan pasar modern yang semakin pesat.
Menurut data Nielsen (2013) “perbandingan pertumbuhan pasar
2Saifullah Hasan, 2016. Peran Pemerintah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan
Pasar Tradisional di Kota Makassar. Hal 1
4tradisional terhadap pasar modern cukup drastis yaitu pasar tradisional
tumbuh melambat negative 8.1% sementara pasar modern tumbuh
31.4%”3.
Sebuah acaman bagi sebuah kota yang masyarakatnya lebih besar
bergantung pada Pasar Tradisional.Selain ketergantungan masyarakat
pada Pasar Tradisional, Pemerintah Kota Makassar pun bergantung pada
Pasar Tradisional. Hal ini dapat di lihat dengan omzet yang di
sumbangkan untuk pendapatan asli daerah dibidang retribusi sampah dan
retribusi kios. Dari total 16 pasar resmi yang ada di Kota Makassar salah
satu pasar yang memiliki kontribusi besar adalah Pasar Terong. “Omzet
Pasar Terong ke kas pemerintah dari pajak retribusi sebesar Rp
67.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) setiap bulannya”4.
Pasar Terong adalah salah satu pasar yang sangat dikenal di
jazirah Sulawesi, walaupun ia bukan pasar tertua di Makassar. Pasar
Terong adalah sebuah pasar yang kini bisa disebut tak terurus dengan
baik walaupun tentu saja pemerintah Kota dan khususnya warga
Makassar dan sekitarnya telah memperoleh banyak manfaat dari pasar
yang kerap di anggap “tradisional” ini. Sebuah istilah yang terus menerus
digulirkan oleh bukan saja Negara tapi juga berbagai pihak yang ingin
3Kompas. 2014. Tradisi yang terus Menyusut dan Terlupakan. http://properti
.kompas.com/read/2014/10/02/163318621/Pasar.Rakyat.Tradisi.yang.Terus.Menyusut.da
n.Terlupakan.[2016 September 14]
4Agung Prabowo,dkk. 2013. Pasar Terong Makassar (Dunia Dalam Kota). Penerbit
Ininnawa, Makassar.Hal 10.
5mencari untung melalui proyek modernisasi atau revitalisasi pasar.
Sebuah istilah yang dipakai untuk menjelek-jelekkan bentuk fisik pasar
tanpa melihat dinamika didalamnya.
Dinamika antara pengelola pasar sebagai delegasi pelimpahan
wewenang dari pemerintah terhadap pedagang di Pasar Terong jelas
terlihat pada tidak tepat sasarannya pembangunan gedung yang
direncanakan yang bertujuan  agar terlihat layak, bersih dan teratur dalam
pola pikir pemerintah. Pembangunan gedung yang tidak melihat
karakteristik dan gaya pembeli masyarakat Kota Makassar membuat
gedung mewah tersebut hanya menjadi bangunan tua yang tidak terawat.
Keinginan pedagang yang hanya ingin tempat berjualan yang layak dan
proses jual beli berjalan lancar tidak dilihat sebagai kebutuhan dari sebuah
Pasar.
Dari hasil penelitian Lebang (2012) “Implementasi Peraturan
daerah nomor 15 tahun 2009 di lapangan tidak berjalan sesuai
harapan...”5. Dan Pasar Terong adalah bukti tidak berhasilnya pemerintah
kota memberdayakan pasar tradisional. Denyut nadi warga yang sudah
ada sejak puluhan tahun lalu perlahan dienyahkan, diganti dengan pasar
modern milik para investor. Ekonomi rakyat yang mengalir dengan pasar
tradisional sebagai muaranya perlahan akan di sumbat, tidak peduli
bagaimana nasib mereka. Kapitalisme selalu membawa mimpi yang
5Lebang Gidion, 2012. Eksistensi Pasar Lokal di Kota Makassar. Hal 70.
6indah, mimpi yang dirasakan pas untuk menggantikan pasar tradisional
yang kumuh di kota ini.
Dalam konsep implementasi kebijakan, Meriee S. Grindle6,
mengemukaan bahwa terdapat dua hal penting dalam terealisasinya suatu
kebijakan. Pertama, melingkupi isi kebijakan. Dalam isi kebijakan, Merilee
S. Grindle mengemukakan enam variable yang mempengaruhinya, antara
lain tercakupnya kepentingan kelompok sasaran (target groups); tipe
manfaat, derajat perubahan yang diinginkan; letak pengambilan
keputusan; pelaksana program; dan sumberdaya yang dilibatkan. Kedua,
lingkungan implementasi. Ada tiga variable yang mempengaruhi antara
lain : kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik
lembaga dan penguasa; dan kepatuhan serta daya tanggap.
Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat membuat
kebijakan tidak berjalan optimal, pemerintah daerah dibantu oleh Satuan
Kerja Perangkat Dinas (SKPD) berperan penting dalam hal penegakan
aturan. Karena didalam perpres ditekankan bahwa pemerintah daerah
diberikan kewenangan penuh dalam melindungi, pemberdayaan pasar
tradisional, mengatur pemberian  izin usaha dan pendirian pasar modern.
Oleh karenanya siapa dan bagaimana aktor dalam pemerintahan yaitu
Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar sangat berpengaruh besar
pada hasil kebijakan yang optimal.
6Grindle, Merilee.S dalam Subarsono, G.A, 2008. “Analisis Kebijakan Publik”.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Hal 93.
7Kepemimpinan kedua Tokoh dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun
terakhri (2009 – 2016) yaitu Ilham Arif Sirajudddin dan Moh. Ramdhan
Pomanto memilki tujuan membawa Makassar menjadi Kota Dunia. Ilham
Arif Sirajuddin dengan konsep “Makassar kota Dunia berdasarkan kearifan
lokal” ingin membwa narasi besar dari programnya yaitu bagaimana
mewujudkan Makassar menjadi kota yang bisa diperhitungkan secara
global. Untuk meralisasikan konsep tersebut, maka dibentuklah beberapa
kebijakan startegis di Bidang Pembangunan infrastruktur dan
Pembangunan Daya Saing Ekonomi dengan program prioritasnya berupa
“Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pengembangan usaha
kreatif rakyat”. Sedangkan konsep yang ditawarkan oleh Moh. Ramdhan
Pomanto adalah “Makassar Kota Dunia dua kali lebih baik”. Tidak jauh
berbeda dengan konsep yang ditawaran oleh pemerintahan Sebelumnya
yang menginginkan perbaikan di bidang infrastruktur dan Kenaikan dalam
pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi kebijakan strategis yang di ambil oleh
pemerintahan Moh. Ramdhan Pomanto lebih mengedepankan pada
Income Perkapita yang tinggi dengan membangun infrastruktur-
infrastruktur besar sebagai syarat menumbuhkan ekonomi Kota Makassar.
Konsep Pemerintahan oleh Pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin dan
Moh.Ramdhan Pomanto tersebut alih-alih meningkatkan daya saing pasar
global malah bertolak belakang dengan meningkatkan daya saing pasar
tradisional. Kenyataannya di kedua pemerintahan baik Ilham Arif
8Sirajuddin dan Moh. Ramdhan Pomanto implementasi perda tentang
pasar lokal tidak berjalan sesuai isi kebijakan.
Pemerintah daerah dalam hal menjalankan kebijakan publik adalah
pihak yang paling mengetahui kondisi dan situasi kota agar mampu
melakukan pemantauan secara berkala. Kebijakan menyoal pasar yang
tertuang dalam perda No 15 tahun 2009 akan berjalan dengan optimal
apabila pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota yang dipegang
langsung oleh Walikota ke pengelola Pasar sesuai dengan tujuan Perda
No 15 tahun 2009 yaitu melindungi pasar tradisional dan ekonomi kecil
dari gencarnya pembangunan pasar modern di kota Makassar.
Berangkat dari pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji
pola kewenangan di kedua pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin dan Moh.
Ramdhan Pomanto, dan membandingkan Pola kewenangan tersebut
dalam Pengelolaan Pasar Terong di Kota Makassar. Adapun judul skripsi
yang diajukan ialah tentang “Perbandingan Pola Kewenangan
Pemerintah Kota Makassar Periode Ilham Arif Sirajuddin dan Moh.
Ramdhan Pomanto dalam Pengelolaan Pasar Terong di Kota
Makassar”
1.2. Rumusan Masalah :
Di latar belakang telah di jelaskan bagaimana idealnya sebuah
kebijakan di buat dan di implementasikan  dengan memperhatikan
variabel kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
9Melihat luasanya cakupan masalah yang akan diteliti terkait
perbandingan pola kewenangan kedua pemerintahan yaitu
pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin dan Moh. Ramdhan Pomanto
dalam pengelolaan Pasar Terong, maka penulis akan membatasi
penelitian ini pada perumusan masalah dalam bentuk pertanyan
penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana bentuk kewenangan yang dijalankan pada
Pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin dan Moh. Ramdhan Pomanto
dalam pengelolaan Pasar Terong?
2. Bagaimana dampak dari kewenangan terhadap pengelolaan pasar
terong pada Pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin dan Moh.
Ramdhan Pomanto ?
1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagi berikut :
1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kewenangan dalam Pemerintah
Daerah (Ilham Arif dan Moh. Ramdhan Pomanto) di dalam
pengelolaan Pasar Terong dan dapat menemukan persamaan dan
perbedaan Pola kewenangan  kedua Pemerintah Daerah (Ilham
Arif dan Moh. Ramdhan Pomanto)
2. Untuk mengetahui dampak dari  kewenangan yang dijalankan oleh
Pemerintah Daerah (Ilham Arif dan Moh. Ramdhan Pomanto) di
dalam pengelolaan Pasar Terong.
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1.4. Manfaat Penelitian
1.Secara teortis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi perkembanngan studi ilmu politik dan menambah bahan
bacaan bagi penulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
kewenangan pemerintah daerah dalam pengeolaan pasar
tradisional khususnya Pasar Terong.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
evaluasi dan masukan bagi pemerintah kota Makassar dalam
setiap perumusan dan implementasi kebijakan, khususnya yang
berhubungan dengan pelimpahan kewenangan pemerintah daerah
dalam menjalankan perlindungan dan pemberdayaan pasar
tradisional di Kota Makassar khususnya Pasar Terong.
3. Secara Metodologis, penelitian ini di harapkan dapat menjadi nilai
tambah dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang
berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam
menjalankan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di
Kota Makassar khususnya Pasar Terong.
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Bab II
Tinjauan Pustaka
Dalam bab ini, penulis terlebih dahulu  menjelaskantentang konsep
kewenangan dan teori kewenangan sebagai suatu awal untuk memahami
sebuah konsep dan bentuk wewenang. Setelah itu menjelaskan tentang
konsep dari kebijakan publik dan model-model implementasi menurut
beberapa ahli. Setelah itu menggambarkan konsep dan pemaknaan
tentang pasar. Terakhir, merumuskan konsep kewenangan dan
hubungannya dengan analisis kebijakan publik serta implementasinya
dalam suatu kerangka pemikiran dalam melihat dan menganalisis pola
kewenangan yang hadir serta dampak kewenangan tersebut pada
kebijakan yang dijalankan.
2.1. Konsep Kewenangan
Wewenang erat kaitannya dengan kekuasaan. Namun bagi Robert
Bierstedt dalam karangannya An Analysis of Social power yang
mengatakan bahwa wewenang (authority) adalah institutionalized power
(kekuasaan yang di lembagakan)7. Wewenang (authority) adalah hak
untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
7 Robert Bierstedt, “An Analysis of Social Power. “American Sosiological Review, Volume 15
(December 1950), hlm, 32.
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Max Weber mengemukaan beberapa bentuk wewenang dalam tiga
tipe :
1. Rational-legal authority, yakni bentuk wewenang yang berkembang
dalam kehidupan masyarakat modern. Wewenang ini dibangun
atas legitimasi (keabsahan) yang menurut pihak yang berkuasa
merupakan haknya. Wewenang ini dimiliki oleh organisasi-
organisasi, terutama yang bersifat politis.
2. Traditional authority, yakni jenis wewenang yang berkembang
dalam kehidupan tradisional. wewenang ini diambil keabsahannya
berdasar atas tradisi yang dianggap suci. Jenis wewenang ini dapat
dibagi dalam dua tipe, yakni patriarkhalisme dan patrionalisme.
Patriarkhalisme adalah suatu jenis wewenang dimana kekuasaan
didasarkan atas senioritas. Mereka yang lebih tua atau senior
dianggap secara tradisional memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
Berbeda dengan patriakhalisme, patrimonialisme adalah jenis
wewenang yang mengharuskan seorang pemimpin bekerjasama
dengan kerabat-kerabatnya atau dengan orang-orang terdekat
yang mempunyai loyalitas.
3. Charismatic authority, yakni wewenang yang dimiliki seseorang
karena kualitas yang luar biasa dari dirinya. Dalam hal ini,
kharismatik harus dipahami sebagai kualitas yang laus biasa, tanpa
memperhitungkan apakah kualitas itu sungguh-sungguh ataukah
hanya berdasarkan dugaan orang belaka. Dengan demikian,
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wewenang kharismatik adalah penguasaan atas diri orang-orang,
baik secara predominan eksternal maupun secara predominan
internal, di mana pihak yang ditaklukkan menjadi tunduk dan patuh
karena kepercayaan pada kualitas luas biasa yang dimiliki orang
tersebut.
Wewenang merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak
dari pada kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal, untuk
mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu
wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan,
pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan
kegiatan yang ada dalam organisasi. Wewenang dapat diartikan sebagai
hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu agar tujuan dapat tercapai.
Dalam kaitan dengan konsep wewenang atribusi, delegasi, ataupun
mandat. J.G. Brouwer dan A.E Schilder mengatakan :
1. ATRIBUSI
Kewenangan atribusi, adalah bentuk kewenangan yang
didasarkan atau diberikan oleh UUD atau Undang-Undang kepada
suatu lembaga negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut terus
menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap
waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.
Contoh: kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam
melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
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Teori atribusi membahas bagaimana seseorang menyusun
suatu penjelasan berangkat dari kata tanya "mengapa"
(Kelley,2003). Teori ini berkembang dalam psikologi sosial terutama
sebagai senjata yang digunakan dalam menjawab berbagai
permasalahan terkait dengan persepsi sosial. Misalnya, jika
seorang berlaku agresif, apakah hal ini berarti ia seorang yang
agresif (karakteristik individu) ataukah karena situasi yang
mengharuskan ia berbuat demikian (situasional). Tentu saja atribusi
sangat berhubungan dengan informasi-informasi yang memang
digunakan dalam menarik kesimpulan. Atribusi memiliki
keistimewaan yang telah ditemukan oleh Bradbury & Fincham
(1990 dalam Dwyer,2000). Dalam studinya, terungkap bahwa tipe
atribusi dapat menjadi petunjuk suatu hubungan itu baik atau tidak.
2. DELEGASI
Delegasi adalah pelimpahan tanggung-jawab dan wewenang
kepada anak buah atau rekan kerja. Delegasi memiliki dua unsure
penting yaitu Tanggung-jawab adalah kewajiban yang harus
dilaksanakan dan Wewenang : kekuasaan untuk menunaikan
kewajibannya. seseorang yang menyerahkan tugas dan
kewenangannya kepada seseorang lain dalam batas
kepemimpinannya, yang dipercayainya mampu merampungkan
atau menjaga tugas dan kewenangannya itu, secara hukum dan
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moral harus ikut bertanggung-jawab atas segala kejadian yang
dilakukan oleh orang (dan pembantu-pembantunya) yang
menerima delegasi itu, betapa kecil pun akibat kejadian tersebut
terhadap organisasi. Karena itu setiap unsur pimpinan
berkewajiban melakukan pengawasan pada bawahan langsungnya,
dan bertanggung-jawab atas semua yang terjadi dalam
kepemimpinannya. Misalnya pimpinan terendah dalam organisasi
adalah bawahan dari pimpinan diatasnya, berurutan sampai ke
pimpinan tertinggi, dan diberikan kepercayaan oleh atasan
langsungnya. Dengan demikian, walaupun kesalahan / kekeliruan /
pelanggaran terjadi dan dilakukan dalam batas tugas dan
tanggung-jawab pimpinan yang terendah dalam organisasi, setiap
pimpinan yang terlbat dalam pendelegasian tugas itu, secara
hukum dan moral harus bertanggung-jawab. Harus dicamkan,
bahwa pendelegasian berlaku dari atas sampai ke bawah, dan
karena itu semua yang terilbat dalam pendelegasian itu secara
hukum dan moril harus bertanggung-jawab.
3. MANDAT
Mandat adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh
orang banyak (rakyat, perkumpulan, dsb) kepada seseorang
(beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak
orang banyak itu. Sehingga contohnya ketika kepala daerah
memerintahkan bawahannya mengeluarkan uang daerah untuk
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suatu kepentingan, maka konsekuensi tanggung jawab dan
tanggung gugat tetap pada pemberi mandat (kepala daerah).
2.2. Konsep Kebijakan Publik
Dunn,8 menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan
(policy) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan latin. Akar kata
dalam bahasa Yunani dan Sansekerta polis (Negara-kota) dan pur (kota)
yang dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politea (Negara) dan
akhirnya dalam bahasa Inggris policie, yang berarti mengani masalah
masalah publik atau administrasi pemerintahan. Laswell dan Kaplan
dalam Thoha, Miftah 9 memberikan definisi tentang kebijakan yaitu
sebagai program pencapaian tujuan, nilai nilai dalam praktek yang
terarah.
Menurut Anderson (1979) dalam Winarno 10 menyatakan bahwa
kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang
ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu
masalah atau persoalan. Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu:
(1)titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada
maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan
sudah direncanakan oleh aktor aktor yang terlibat dalam sistem politik, (2)
suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan  berbagai
kebijakan lainnya dalam masyarakat, (3) kebijakan adalah apa yang
8 Dunn, William N, 2000.”Pengantar Analisis Kebijakan Publik”.Yokyakarta: Hanindita Graha
Widya
9 Thoha, Miftah, 1999. “Dimensi dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara”. Jakarta: PT. Grafindo
Persada
10 Winarno, B, 2007. “Teori dan Proses Kebijakan Publik”. Yokyakarta: Media Pressindo
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sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan
oleh pemerintah, (4) kebijakan dapat bersifat positif dan negative, dan (5)
kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan
masyarakat untuk mematuhinya.
Kebijakan dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu
produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja.11
Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip,
atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang
sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu
proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara
dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa
yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai
produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan
proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan
metode implementasinya.
Menurut Friedrick dalam Kismartini, 12 mengartikan kebijakan
sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan
hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana
usulan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan
definisi diatas, berarti pemerintah harus mempunyai kemampuan yang
dapat diandalkan untuk merespon dan menaggulangi permasalahan yang
11 Keban, Y. T, 2004. “Enam dimensi strategis administrasi publik, konsep, teori dan isu.
Yokyakarta: Gava Media
12 Kismartini, dkk, 2005. “Analisis Kebijakan Publik”. Jakarta: Universitas Terbuka
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ada dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki serta menerima
masukan dari seseorang/kelompok, sehingga ada jalan keluar yang
terbaik dan dihasilkan melalui proses yang fair.
Dunn dalam Dwidjowijoto 13 menjelaskan tahap-tahap dalam proses
pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:
1. Fase penyusunan agenda, dimana para pejabat baik itu yang dipilih
lewat pemilu maupun diangkat, mengangkat isu tertentu menjadi agenda
publik.
2. Fase formulasi kebijakan, dimana didalamnya pejabat merumuskan
alternative kebijakan untuk mengatasi masalah yang dirumuskan.
3. Adopsi kebijakan; disini alternative kebijakan dipilih dan diadopsi
dengan dukungan dari mayoritas dan consensus kelembagaan.
4. Implementasi kebijakan, yang didalamnya kebijakan yang diambil
dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasi sumberdaya
yang dimilikinya, terutama financial dan manusia.
5. Penilaian kebijakan;di sini unit-unit pemeriksaan dan akuntansi
menilai apakah lembaga pembuatan kebijakan dan pelaksana kebijakan
telah memenuhi persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan.
Menurut Chander dan Plano (1988:107) dalam Keban 14 kebijakan
publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya
sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau
13 Dwidjowijoto, R. N, 2007. “Analisis Kebijakan”. Jakarta: Elek Media Komputindo
14 Keban, Y. T. (2004). “Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu”.
Yokyakarta: Gava Media
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pemerintah. Kebijakan yang diambil telah banyak membantu para
pelaksana ditingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk
memecahkan masalah-masalah publik. Bahkan, Chandler dan Plano juga
beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk intervensi yang
terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok masyrakat
tertentu agar dapat berperan dalam pembangunan maupun setiap
tindakan yang dikerjakan oleh pemerintah.
Sementara itu Islamy dalam Kismartini, 15 telah mengumpulkan
beberapa pengertian kebijakan publik seperti pendapat Thomas R. Dye,
George C. Edwards dan Ira Sharkansky, James Anderson dan David
Easton. Dimana terdapat beberapa sudut pandang dari para ilmuwan
administrasi publik yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1). Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah. Thomas R.
Dye, mengemukakan kebijakan publik sebagai “apa pun pilihan
pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”. Dalam upaya
mencapai tujuan Negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah
tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu.
Tidak melakukan sesuatu apa pun merupakan sesuatu kebijakan publik
karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki
dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan
sesuatu terhadap masyarakat.
15 Kismartini, dkk. 2005. “Analisis Kebijakan Publik”. Jakarta: Universitas Terbuka
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Senada dengan pandangan Dye adalah George C. Edwards III dan
Ira Sharkansky, yaitu : kebijakan publik adalah “apa yang dinyatakan dan
dilakukan atau dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam
peraturan-paraturan perundang-undangan atau dalam bentuk policy
statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan
pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan
program-program dan tindakan pemerintah”. Sementara itu, James E.
Anderson memeberikan definisi kebijakan publik adalah kebijakan-
kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat
pemerintah.
2) Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai
masyarakat yang dilakukan pemerintah. Harold D. Laswell dan Abraham
Kaplan, mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program
pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Sedangkan
David Easton mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah
pengalokasian nilai-nilai sevcara paksa (sah) kepada seluruh anggota
masyrakat.
3) Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang
dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan. James E. Anderson
mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang
dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.
Sementara itu, Edwards III dan Sharkansky mengemukakan bahwa
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kebijakan publik adalah suatu tindakan pemeriintah yang berupa program-
program pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan.
Dwidjowijoto 16 telah merumuskan definisi yang lebih sederhana,
yaitu kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara,
khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan
Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk
mengantar masyrakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa
transisi, untuk menuju pada masyrakat yang dicita-citakan.
Berdasarkan berbagai sudut pandang terhadap pengertian
kebijakan publik di atas, tampaklah bahwa kebijakan publik hanya dapat
ditetapkan pemerintah, pihak-pihak lain atau yang lebih dikenal dengan
sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat memepengaruhi proses
kebijakan publik dalam kewenangannya masing-masing. Menurut Dye
dalam Kismartini, 17 hal ini disebabkan oleh 3 hal dari kewenangan yang
dimiliki pemerintah, yaitu:
a) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan
untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik
yang menjadi sasaran (target group).
b) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan
untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat
diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (target
group).
16 Dwidjowijoto, R. N, 2007. “Analisis Kebijakan”. Jakarta: Elek Media komputindo
17 Kismartini, dkk, 2005. “Analisis Kebijakan Publik”. Jakarta: Universitas Terbuka
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c) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan
untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang
menajdi sasaran (target group)
Sementara Broomley (1989:3) telah menyusun model kebijakan
berdasarkan hirarki dalam pengambilan keputusan. Terdapat tiga
tingkatan yang berkaitan dengan proses penyusunan kebijakan dalam
kelembagaan yaitu tingkat kebijakan (policy level), tingkat organisasi
(organizational level) dan tingkat operasional (operational level).
Pada tingkat kebijakan pernyataan umum dibahas dan
diformulasikan oleh lembaga legislative. Pada tingkat oraganisasi,
kekuasaan dipegang oleh lembaga eksekutif dan selanjutnya tingkat
operasional merupakan operasionalisasi kegiatan yang ditetapkan oleh
pimpinan instansi atau lembaga masing-masing sebagai petunjuk
pelaksanaan atau petunjuk teknis dari kebijakan untuk menghasilkan
outcome yang diharapkan. Suatu kebijakan yang ditetapkan oleh
pemerintah harus mendapatkan respon positif dari masyarakat pengguna
kebijakan.
Dalam tingkat operasional, ada anggapan bahwa ketika pemerintah
membuat suatu kebijakan tertentu, maka kebijakan tersebut dengan
sendirinya akan dengan mudah dapat dilaksanakan oleh pembuat
kebijakan dan hasilnya akan mendekati seperti apa yang dharapkan oleh
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pembuat kebijakan. Menurut Smith dalam Wahab, 18 pandangan demikian
tidak seluruhnya benar sebab di negara-negara dunia ketiga,
implementasi kebijakan publik justru merupakan batu sandungan terberat
dan serius bagi efektifitas pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang
sosial dan ekonomi. Hal ini juga ditegaskan oleh Dwidjowijito 19 bahwa
implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini pada
masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul
dilapangan.
2.3. Implementasi Kebijakan
Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy
makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam
implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok
atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya
policy makers untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar
bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok
sasaran.
Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan
oleh badan-badan pemerintah. Badan badan tersebut melaksanakan
pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak
pada warga negaranya. Dalam literatur Negara klasik, politik dan
administrasi dipisahkan. Politik, menurut Frank Goodnow dalam
18 Wahab, Solichin Abdul, 1997. “Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara”. Jakarta: Bumi Aksara
19 Dwidjowijoto, R. N, 2007. “Analisis Kebijakan”. Jakarta: Elek Media komputindo
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Subarsono, 20yang menulis pada tahun 1900, berhubungan dengan
penetapan kebijakan yang akan dilakukan oleh Negara. Ini berhubungan
dengan nilai keadilan, dan penentuan apa yang harus dilakukan atau tidak
dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan administrasi, berhubungan dengan
implementasi apa yang harus dilakukan oleh negara dan apa yang efisien
untuk dalam mengimplementasikan kebijakan publik.
Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk
mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats”
untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran
(target group). Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh
banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan
proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks,
baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing
masing variabel pengaruh tersebut saling berinteraksi satu sama lain.
Dalam penerapannya terdapat berbagai model dalam Implementasi
kebijakan yang dihasilkan oleh para ahli. Seperti George C. Edwards III
(1980) 21 yang memandang implementasi dipengaruhi oleh empat
variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4)
struktur birokrasi. Dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu
sama lain.
20 Subarsono, G. A, 2008.“ Analisis Kebijakan Publik”. Yokyakarta: Pustaka Pelajar
21 Ibid, hal 90
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Berbeda dengan pandangan Mazmanian dan Sabatier (1983) 22,
yang mengatakan ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi, yakni (1) karakteristik dari masalah (trac-
tability of the problems), (2) karakteristik kebijakan/undang-undang (ability
of statute to structure implementation), (3) variabel lingkungan
(nonstatutory variables affecting implementation)
Menurut Meter dan Horn, 23 ada lima variabel yang mempengaruhi
kinerja implementasi, yakni; (1) standar dan sasaran kebijakan; (2)
sumberdaya; (3) komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; (4)
karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik.
Model implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle
(1980).24 Menurutnya, ada dua variabel besar yang mempengaruhi
implementasi kebijakan, yakni; isi kebijakan (content of policy) dan
lingkungan implementasi (context of implementation).  Variabel isi
kebijakan mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran
atau target groups termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang
diterima oleh target groups, sebagai contoh, masyarakat di slum areas
lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan daripada
menerima program kredit sepeda motor; (3) sejauhmana perubahan yang
diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan merubah
sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan
daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan
22 Ibid, hal 94
23 Ibid, hal 99
24 Ibid, hal 93
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kepada kelompok masyarakat miskin; (4) apakah letak sebuah program
sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan
implementornya dengan rinci; (6) apakah sebuah program didukung oleh
sumberdaya yang memadai.
Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa
besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor
yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan
rejim berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok
sasaran. Adapun model implementasinya digambarkan dengan skema
berikut ini:
Skema 2.1
Model Implementasi Grindle, Merilee S, 1980:11 25
25 Ibid, hal 94
Tujuan kebijakan
Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh:
A. Isi kebijakan
1. Kepentingan kelompok sasaran
2. Tipe manfaat
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksana program
6. Sumberdaya yang dilibatkan
B. Lingkungan Implementasi
1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi
actor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap
Tujuan yang ingin
dicapai…?
Program aksi dan
proyek individu yang
didesain dan didanai
Program yang
dilaksanakan
sesuai rencana
Mengukur
Keberhasilan
Hasil Kebijakan
a. Dampak pada
masyarakat, individu &
kelompok
b. Perubahan dan
penerimaan
masyarakat
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Untuk memudahkan penulis dalam membantu menganalisis
masalah, maka penulis mengambil model implementasi kebijakan yang
dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Alasan memilih model ini karena
dinilai cocok dalam menggambarkan cara cara institusi bekerja dalam
melihat dampak dari sebuah kewenangan dalam mengimplementasikan
kebijakan terutama mengenai Perda no. 15 tentang perlindungan,
pemberdayaan pasar tradisional dan pentaan pasar modern.
2.4. Konsep dan Pemaknaan Tentang Pasar
Dikotomi antara pasar tradisional dan pasar modern sesungguhnya
tidak hanya bersumber dari arsitektur bangunan atau manajemen
pengelolaannya, melainkan bersumber dari pemaknaan tentang konsepsi
pasar sebagai tempat berlangsungnya transaksi ekonomi. Konsep tentang
pasar dapat dipahami dari berbagai perspektif, seperti perspektif ekonomi,
sosial, budaya, bahkan politik. Dalam perspektif ekonomi, konsep tentang
pasar (dalam pengertian luas, sebagai tempat bertemunya permintaan
dan penawaran) terbentuk sebagai salah satu implikasi dari proses
perubahan masyarakat menuju masyarakat kapitalis. Boeke (1910)
merupakan salah satu ahli ekonomi yang mencoba menerangkan
fenomena terbentuknya pasar dalam kerangka pertumbuhan ekonomi
dalam masyarakat prakapitalistik dengan masyarakat kapitalistik.
Menurutnya, perbedaan yang paling mendasar antara masyarakat
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prakapitalistik dengan masyarakat kapitalistik terletak dalam hal orientasi
kegiatan ekonominya. Masyarakat dalam tingkatan prakapitalistik
berupaya untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang diperolehnya,
sedangkan masyarakat dalam tingkatan kapitalistik tinggi berupaya untuk
mendapatkan laba maksimum 26.
Perbedaan orientasi ekonomi tersebut melahirkan nilai-nilai sosial
dan budaya yang membentuk pemahaman terhadap keberadaan pasar
dalam kedua kategori masyarakat tersebut. Dalam masyarakat kapitalistik,
individu secara otonom menentukan keputusan bebas. Dalam masyarakat
seperti itu, pasar merupakan kolektivitas keputusan bebas antara
produsen dan konsumen 27. Jika keputusan produsen ditentukan oleh
biaya alternatif, harapan laba, dan harapan harga pasar, maka keputusan
konsumen ditentukan oleh daya beli, pendapatan minus tabungan, harga
dan harapan harga komoditas, serta faktor individual (minat, kebutuhan,
dll). Dalam masyarakat prakapitalistik, sebaliknya, kolektivisme
menentukan keputusan individual. Pasar dalam masyarakat seperti itu
merupakan pertemuan sosial, ekonomi, dan kultural. Jika keputusan
produsen lebih ditentukan oleh harapan untuk mempertahankan posisi
pendapatan yang telah dicapai, maka keputusan konsumen lebih dekat
pada nilai kolektif yang dapat diraihnya.
26 Boeke, J. H, 1953. “Economics and Economic Policy of Dual Societies: As Exemplified by
Indonesia. N. V. Haarlem: HD Tjeenk Willink & Zoon.
27 Sastradipoera, Komaruddin, “Pasar Sebagai Etalase Harga Diri”., dalam Ajip Rosidi, dkk (eds).
2006. Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda (Jilid 2). Jakarta: Yayasan Kebudayaan
Rancage.
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Nilai kolektivitas menjadi pembeda dalam pemahaman tentang
konsepsi pasar di kalangan masyarakat prakapitalistik dan masyarakat
kapitalistik. Bagi masyarakat prakapitalistik yang ciri cirinya tampak dalam
kelompok masyarakat yang masih berpatokan pada kolektivitas, kegiatan
ekonomi yang berlangsung di pasar (dalam arti tempat bertemunya
penjual dan pembeli) masih sangat diwarnai oleh nuansa kultural yang
menekankan pentingnya tatap muka, hubungan personal antara penjual
dan pembeli (yang ditandai oleh loyalitas ‘langganan’), serta kedekatan
hubungan sosial (yang ditandai konsep ‘tawar-menawar harga’ dalam
membeli barang atau konsep ‘berhutang’). Karakteristik semacam ini pada
kenyataannya tidak hanya ditemukan dalam masyarakat perdesaan
sebagaimana ditesiskan Boeke, tapi juga dalam masyarakat perkotaan,
yang bermukim di kota-kota besar di Indonesia. Kondisi semacam inilah
yang kemudian memunculkan dualisme sosial, yang tampak dalam bentuk
pertentangan antara sistem sosial yang berasal dari luar masyarakat
dengan sistem sosial pribumi yang hidup dan bertahan di wilayah yang
sama.
Secara sosiologis dan kultural, makna filosofis sebuah pasar tidak
hanya merupakan arena jual beli barang atau jasa, namun merupakan
tempat pertemuan warga untuk saling interaksi sosial atau melakukan
diskusi informal atas permasalahan kota 28. Pemaknaan ini merefleksikan
fungsi pasar yang lebih luas, namun selama ini kurang tergarap
28 Wahyudi dan Ahmadi. “Kasus Pasar Wonokromo Surabaya Cermin Buruknya Pengelolaan
Pasar”. Artikel dalam Kompas, 24 Maret 2003.
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pengelolaannya dalam berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang
terkait dengan pengelolaan pasar, seperti kebijakan perdagangan, tata
ruang, dan perizinan lebih banyak berorientasi pada dimensi ekonomi dari
konsep pasar. Pengabaian terhadap fungsi sosial-kultural pasar inilah
yang kemudian melahirkan bentuk-bentuk pasar modern yang bernuansa
kapitalistik, yang lebih menonjolkan kenyamanan fisik bangunan,
kemewahan, kemudahan, dan kelengkapan fasilitas namun menampilkan
sisi lain yang individualistis, “dingin”, dan anonim.
Masuknya nilai-nilai baru, seperti kolektivitas rasional atau otonomi
individu yang menjadi karakteristik masyarakat kapitalistik ternyata tidak
diimbangi oleh pelembagaan nilai-nilai ini dalam dimensi kehidupan
masyarakat. Kebiasaan sosial di kalangan masyarakat perkotaan yang
seyogianya menampakkan ciri-ciri masyarakat kapitalistik, pada
kenyataannya masih menunjukkan kebiasaan masyarakat prakapitalistik.
Kondisi inilah yang kemudian memunculkan fenomena dualisme, seperti
berkembangnya para pedagang kaki lima di sekitar mall. Dualisme sosial
ini selanjutnya mengarah pada pola relasi yang timpang di mana
salahsatu pihak mendominasi pihak lain dan pihak lain berada dalam
posisi termarginalkan, baik dalam kerangka struktural maupun kultural.
Friedman dalam Sastradipoera,29 menjelaskan bahwa kesenjangan dalam
pola relasi tersebut disebabkan oleh ketimpangan dalam basis kekuasaan
sosial. Kemiskinan yang berkaitan dengan ketidakseimbangan dalam
29 Sastradipoera, Komaruddin. “Pasar sebagai Etalase Harga Diri”., dalam Ajip Rosidi, dkk (eds).
2006. Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda (Jilid 2). Jakarta: Yayasan Kebudayaan
Rancage. Hal 112.
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kekuatan tawar menawar di pasar terutama disebabkan oleh
ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan
sosial tersebut. Beberapa penyebabnya adalah ketidaksamaan untuk
memperoleh modal atau aktiva produktif, ketidaksamaan dalam
memperoleh sumber-sumber finansial, ketidaksamaan dalam memasuki
jaringan sosial untuk memperoleh peluang kerja, dan ketidaksamaan
akses untuk menguasai informasi.
Ketimpangan yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan
dalam kekuatan tawarmenawar setidaknya memunculkan dua akibat,
yakni: (1) hilangnya harga diri (self-esteem) karena pembangunan sistem
dan pranata sosial dan ekonomi gagal mengembangkan martabat dan
wibawa kemanusiaan; dan (2) lenyapnya kepercayaan pada diri sendiri
(self-reliance) dari masyarakat yang berada dalam tahapan belum
berkembang karena ketidakmandirian. Kondisi ketidakseimbangan dalam
hal bargaining position sebagaimana diuraikan di atas juga menjadi
salahsatu penyebab melemahnya kapasitas pasar tradisional dalam
persaingan dengan pasar modern. Ruang bersaing pedagang pasar
tradisional kini semakin terbatas. Bila selama ini pasar modern dianggap
unggul dalam memberikan harga relatif lebih rendah untuk banyak
komoditas, dengan fasilitas berbelanja yang jauh lebih baik, skala
ekonomis pengecer, area pasar modern yang cukup luas dan akses
langsung mereka terhadap produsen dapat menurunkan harga pokok
penjualan sehingga mereka mampu menawarkan harga yang lebih
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rendah. Sebaliknya para pedagang pasar tradisional, mereka umumnya
mempunyai skala yang kecil dan menghadapi rantai pemasaran yang
cukup panjang untuk membeli barang yang akan dijualnya. Akibatnya,
keunggulan biaya rendah pedagang tradisional kini mulai terkikis.
Keunggulan pasar tradisional mungkin juga didapat dari lokasi.
Masyarakat akan lebih suka berbelanja ke pasar-pasar yang lokasinya
lebih dekat. Akan tetapi pusat-pusat perbelanjaan modern terus
berkembang memburu lokasi-lokasi potensial. Dengan semakin marak
dan tersebarnya lokasi pusat perbelanjaan modern maka keunggulan
lokasi juga akan semakin hilang. Kedekatan lokasi kini tidak lagi dapat
dijadikan sumber keunggulan bagi pasar tradisional.
Upaya untuk menyeimbangkan kedudukan pasar tradisional
dengan pasar modern belum secara konkret dilakukan karena tidak ada
kebijakan yang mendukung pasar tradisional, misalnya dalam hal
pembelian produk pertanian tidak ada subsidi dari pemerintah sehingga
produk yang masuk ke pasar tradisional kalah bersaing dalam hal kualitas
dengan produk yang masuk ke pasar modern. Bahkan dewasa ini
berkembang pengkategorian pasar yang cenderung memarginalkan
masyarakat, seperti pasar tradisional untuk masyarakat berdaya beli
menengah ke bawah tapi kualitas barang yang dijual tidak sesuai standar,
sementara pasar modern untuk masyarakat menengah ke atas dengan
kualitas produk sesuai bahkan melebihi standar minimal.
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Kategorisasi semacam itu memunculkan kesenjangan dan
kecemburuan sosial bukan hanya antara pasar tradisional dengan pasar
modern, tapi semakin meluas mengarah pada konflik horizontal di
masyarakat. Pembedaan kategori pasar tradisional dan pasar modern
juga menunjukkan stigmatisasi dan diskriminatif. Padahal konsep pasar
modern kenyataannya lebih sarat dengan makna konsumtif dibandingkan
makna sebagai ruang sosial lintas strata masyarakat.
2.5. Kerangka Pemikiran
Sebuah studi politik baik kekuasaan, kewenangan dan kebijakan
memiliki hubungan yang tidak terpisah satu sama lain. Kewenangan
adalah kekuasaan yang di lembagakan, dan sebuah kewenangan dapat
terlihat dengan adanya hasil berupa sebuah kebijakan. Kebijakan menyoal
Pasar Tradisional yang tertuang pada Perda No 15 Tahun 2009 menjadi
landasan pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin dan Muh. Ramdhan Pomanto
dalam pengelolaan Pasar Terong. Beberapa poin tentang
pembedardayaan pasar di dalam perda ditekankan sebagai kewenangan
pemerintah kota.
Dalam menjalankan kewenangannya kedua pemeritahan tidak
memiliki landasan berbeda dalam hal kebijakan hanya saja perbedaan
yang mendasar kedua pemerintahan tersebut adalah persoalan
menjalankan pelimpahan kewenanhan untuk mewujudkan tujuan perda
No 15 tahun 2009.
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Oleh karena itu, maka kajian menyoal bentuk kewenangan
pemerintah kota yang tertuang dalam keputusan-keputusan dalam
pelaksanaan Perda mengharuskan untuk meneliti bagaimana Kedua
pemerintahan tersebut dalam pengelolaan Pasar Terong. Di kedua
pemerintahan tersebut sama-sama merujuk pada Perda No 15 tahun 2009
tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan
Pasar Modern di Kota Makassar.
Pada poin ini, penulis mencoba menggambarkan skema pemikiran
untuk mendapatkan perbandingan kedua pemerintahan dalam
pengelolaanya di Pasar Terong yang merujuk pada perda No 15 tahun
2009. Dalam hal membandingkan kedua pemerintahan tersebut terlebih
dahulu menjelaskan bentuk kewenangan dan dampak kewenangan yang
ada pada pelaksanaan pemberdayaan Pasar Terong. Setelah itu penulis
mencoba menganalisis dengan menemukan perbedaaan dan persamaan
di kedua pemerintahan tersebut. Disini penulis memakai konsep
kewenangan untuk menemukan bentuk kewenangan dan menggunakan
analisis kebijakan publik untuk melihat bagaimana dampak dari sebuah
proses pelimpahan kewenangan dalam menjalankan Perda Pasar
Tradisional No 15 tahun 2009 dengan  tujuan yaitu melindungi dan
memberdayakan pasar tradisional dan penataan pasar modern. Dan
terakhir, penulis berusaha mendeskripsikan persamaan dan perbedaan
pola kewenangan kedua pemerintahan dalam pengelolaan Pasar Terong.
Secara umum, kerangka pemikiran ini dapat dilihat sebagai berikut.
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2.6. Skema pikir
Undang-undang
Perpres
Perda
Pemerintahan
Ilham Arif Sirajuddin
Bentuk Kewenangan dan
Dampak Kewenanngan di
Pasar Terong
Pemerintahan
Moh.
Ramdhan
Pomanto
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Bab III
Metode Penelitian
Pada bab ini menguraikan tentang perangkat-perangkat
penelitian, mulai dari pemilihan lokasi penelitian,tipe dan dasar penelitian,
teknik pengumpulan data, analisa data serta konsep operasional yang
sangat membantu dalam kelangsungan penelitian ini.
3.1. Lokasi dan Objek Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Terong Kota Makassar.
Alasan memilih Pasar Terongsebagai lokasi penelitian karena Pasar
Terong adalahsalah satu pasar tradisional yang memiliki sumbangsih
besar pada pemasukan PAD Kota Makassar dalam hal retribusi. Selain
itu, keberadaan Pasar Terong terancam oleh maraknya pertumbuhan dan
pembangunan pasar pasar modern, sehingga penulis tertarik melihat
bagaimana pemerintah dalam memperlakukan Pasar Terong.
Objek penelitian adalah Pemerintahan periode Ilham Arif Sirajuddin
dan Pemerintahan Moh. Ramdhan Pomanto dalam hal kewenangannya
dalam pengelolaan Pasar Terong.. Alasan memilih kewenangan kedua
pemerintahan ini dan selanjutnya membandingkannya, karena dalam hal
menjalankan kewenangannya sebagai pemegang keputusan tertinggi di
Kota Makassar Walikota memiliki kewajiban mewujudkan tujuan Perda
No. 15 tahun 2009 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional
dan penataan pasar modern di Kota Makassar, karena tujuan perda ini
37
yaitu melindungi pasar tradisional dan ekonomi kecil dari gencarnya
pembangunan pasar modern di Kota Makassar. Alasan lainnya ialah
penulis mau melihat sampai sejauh mana kewenangan dijalankan dengan
melihat dampak kebijakan yang hadir oleh kedua Pemerintah Daerah Kota
Makassar periode Ilham Arif Sirajuddin dan Moh. Ramdhan Pomanto.
3.2. Tipe dan Dasar Penelitian
Tipe penelitian yang dipergunakan ialah tipe komparatif, yaitu
penelitian yang bersifat membandingkan lebih dari satu sampel  dalam
waktu berbeda. Penelitian komparatif ini ingin membandingkan
kewenangan kedua pemerintahan walikota Kota Makassar  periode Ilham
Arid Sirajuddin dan Moh. Ramdhan Pomanto serta menghadirkan
persamaan dan perbedaan di antara kedua pemerintahan dalam hal
pengelolaan Pasar Terong.
Dasar penelitian yang digunakan ialah kualitatif yang
menggambarkan secara jelas mengenai variable-variabel yang
mempengaruhi adanya perbedaan dan persamaan kedua pemerintahan
dalam pengelolaan Pasar Terong, seperti keputusan-keputusan yang
hadir kedua pemerintahan dalam  pelaksanaan Perda No 15 tahun 2009,
aktor aktor yang berpengaruh di masa kedua pemerintahan, mulai dari
pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait, Organisasi Pedagang Pasar
Tradisional, pengusaha pasar modern, dll,
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3.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada
dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud sebagai
berikut:
a. Data Primer
Data Primer dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yaitu
data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara
secara mendalam untuk mendapatkan informasi sebanyak-
banyaknya terutama yang berkaitan dengan kedua pemerintahan
dalam hal pengelolaan Pasar Terong. Proses wawancara ini
menggunakan pedoman wawancara (interview guide), agar
wawancara tetap berada pada fokus penelitian. Informan yang
akan penulis wawancarai dalam pengumpulan data, ada lima
yaitu:
a. A. Muh. Aras sebagai Kepala bagian Humas PD Pasar Raya
Kota Makassar
b. Ir. Sitti Fridayanti Fatta sebagai Kepala Unit Pasar Terong
Kota Makassar
c. Dg. Nur sebagai Ketua Persaudaraan Pedagang Pasar
Terong Kota Makassar
d. Dg. Jama sebagai Pedagang Pasar Terong
e. Zainal Ziko sebagai aktivis NGO yang bergerak dalam
pendapingan pasar
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b. Data Sekunder
Data sekunder dilakukan dengan studi pustaka dengan
mengumpulkan dan menganalisis arsip atau dokumen mengenai
berbagai informasi yang berkaitan dengan kajian dan fokus
penelitian. Arsip dan dokumen yang dimaksud dapat berupa
artikel dan berita di surat kabar ataupu di internet, peraturan
perundang undangan terkait, dokumen dokumen perencanaan
Kota Makassar, data statistik, dan tulisan tulisan yang dapat
memperkaya data yang dikumpulkan.
3.4. Teknik Analisis Data
Analisa data akan berlangsung hampir bersamaan dengan
pengumpulan data. Hal ini untuk membantu penulis melihat sejumlah
kekurangan penelitian ini, sekaligus untuk menarik dugaan-dugaan
sementara yang akan dikaji lebih mendalam. Proses ini akan dimulai
dengan penulisan data yang lebih teratur dari proses pengumpulan
informasi yang dilakukan melalui proses wawancara, pencatatan lapangan
serta observasi. Hal ini untuk memudahkan penulis mencermati sejumlah
informasi tersebut. Informasi ini selanjutnya akan di triangulasiuntuk
memastikan keabsahan (validity) data.
Langkah selanjutnya adalah penyajian data yang diperoleh dari
hasil analisis serta interpretasi terhadap sejumlah informasi selama
penelitian. Penggunaan penyajian data ini untuk memudahkan penulis
memahami data. Selain itu, juga akan membantu dalam menentukan
40
tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut, seperti melakukan
proses analisis lebih dalam. Kesimpulan sementara ini selanjutnya akan
dicermati untuk menghasilkan kesimpulan penelitian, dan akan dituliskan
secara komparatif dan deskriptif. Penelitian ini akan berakhir ketika data
sudah mencukupi untuk menjawab pertanyaan penelitian.
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Bab IV
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1. Sejarah Singkat Pasar Terong
Bila merujuk pada cerita Haji Tula, salah seorang pedagang buah
pertama di pasar Terong, maka hadirnya pasar ini pertama kali sudah
muncul di tahun 1960 atau setidaknya akhir tahun 1950-an. Suatu masa
yang bersamaan dengan gelombang migrasi kedua dari desa-desa di
Sulawesi Selatan. Kemunculannya pertama kali bukan inisiatif pemerintah
atau siapapun melainkan oleh para pedagang sendiri yang kemudian
meramaikan area kecil di ujung Selatan jalan Terong atau dekat dengan
jalan Bawakaraeng yang dulu bernama jalan Maros (Maros weg).
Demikian, berawal dari pagandeng (dengan sepeda) dan palembara
(dengan pikulan) yang membawa aneka buah dan sayur mayur terjadilah
transaksi atau jual beli di area jalan Terong dan lorong-lorong sekitarnya
seperti kini menjadi jalan Mentimun, jalan Kubis, jalan Sawi dan
sebagainya.
Kurang lebih 7 tahun sejak munculnya pertama kali, bangunan pasar
mulai terlihat di tahun 1967 hingga 1968. Menurut beberapa pedagang
yang hidup saat itu, wujud pasar hanyalah bertiangkan bambu dan
beratapkan nipa. Saat itu, kanal Panampu belum selebar dan sekotor
sekarang ini. Kanal itu dulunya hanya sebuah got besar yang oleh
penduduk setempat disebut solongang lompoa‘ yang dipenuhi kangkung
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dan rumput liar di kedua sisinya. Area pasar sendiri masih sangat terbatas
infrastrukturnya sehingga setiap musim hujan selalu terjadi banjir. Bila
banjir tiba, maka bagian-bagian dalam bangunan pasar dapat hanyut
seperti hanyutnya buah-buah dagangan seperti mangga, salak,
kedondong dan lain-lain.
Sekitar 1967, terjadi kebakaran hebat di area perkampungan Terong,
atau kini dikenal kelurahan Tompobalang. Banyak warga kehilangan
tempat tinggal dan dipindahkan ke area lain seperti di sekitar pasar
Karuwisi atau sebelah Utara Kebun Binatang, Rappokalling, Rappojawae,
Korban 40.000, Cambayya dan belakang Galangan Kapal (Capoa). Lokasi
eks-kebakaran ini kemudian oleh pemerintah kota, saat itu walikota adalah
HM. Daeng Patompo, dibangunkan pasar permanen berupa front toko dan
lods-lods yang tahap pekerjaannya dilakukan sejak tahun 1970 oleh PT
Antara. Pada tahun 1971 pasar Terong diresmikan dan ditempati oleh
pedagang. Bentuk bangunan masih sederhana. Berdasarkan ilustrasi
Siswandi yang melakukan riset etnografis di pasar Terong menyebutkan
bahwa bagian luar pasar berbentuk front toko yang menyerupai huruf ‘U‘.
Front toko ini mirip dengan bangunan rumah toko (ruko) tetapi tidak
bertingkat dan ukurannya lebih kecil. Di sebelah Barat yang menjadi
bagian tengah front toko adalah pintu gerbang yang menghubungkan
pasar Terong dengan jalan Terong (Siswandi, 2009).
Di sebelah Selatan juga terdapat pintu gerbang di antara jejeran front
toko dan beberapa pedagang Tionghoa juga sudah di sana. Di atas pintu
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gerbang tersebut adalah tempat kantor pasar. Di bagian Timur bisa
ditemukan sebuah Mushalla yang terletak di atas pintu gerbang tersebut.
Sementara di bagian Utara tidak terdapat front toko. Di tengah front toko
terdapat hamparan los induk, dan beberapa hamparan los kecil di tiap
sisinya. Adapun kondisi jalan Terong di sekitar tahun 1980 masih berupa
pengerasan atau aspal berkerikil.
Di era tahun 1980 hingga 1990-an, penataan pedagang pasar
mencapai titik ekstrimnya di mana pedagang pasar berada dalam kontrol
anggota militer yang bertugas menjaga keamanan. Tahun-tahun tersebut
pedagang pasar Terong bersentuhan sehari-harinya dengan aparat militer
khususnya seorang anggota yang bernama Sampe atau pak Sampe.
Bentuk kontrolnya dapat dilihat melalui banyaknya pos militer yang
ditempatkan di area pasar Terong, yakni 2 pos di dua sisi jalan Terong,
dan 2 pos di dua sisi jalan Sawi (samping kanal). ―Tidak boleh pedagang
berjualan di luar area front toko atau area pasar yang ada, demikian
petunjuk penataan yang harus dilaksanakan.
Saat itu, jumlah pedagang sudah marak. Harga satu kios atau satu
tempat di dalam front toko tersebut bisa mencapai Rp. 10.000,- yang
nilainya menurut salah satu informan di pasar Terong senilai dengan
menjual sepetak sawah di kampung. Akibatnya persoalan klasik timbul di
mana tidak semua pedagang dapat membeli tempat di dalam front toko.
Pilihan yang tersedia adalah berjualan di luar front dan memilih kucing-
kucingan dengan pak Sampe dan anggota militer lainnya. Bila ketahuan,
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maka resiko memperoleh tendangan ataupun gebukan dari tongkat kayu
yang disinyalir beralirkan listrik itu akan mengenai tubuh pedagang yang
‘membandel‘. Tentu ada pula pedagang yang memilih pindah ke pasar
lain, seperti ke pasar Panampu. Tapi tak jarang, banyak yang akhirnya
memilih kembali ke pasar Terong dan melakukan serangkaian
―perlawanan dalam menghadapi kerasnya militer melakukan
pengamanan.
Dari ragam cerita yang dituturkan oleh pedagang yang pernah
mengalaminya seperti Daeng Nur (49) di mana ia harus berpura-pura gila
untuk menemui pelanggannya dan membuat janji untuk bertemu di tempat
tertentu untuk melakukan transaksi sesuai pesanan pelanggan. Lain lagi
cerita Daeng Jama‘ (55) dimana ia menyuruh putri-putrinya untuk menjaga
barang dagangan agar anggota militer itu tidak mengganggu. Malah
seorang diantaranya akhirnya menikah dengan tentara itu. Lain lagi
dengan pak Dolly (40an) yang karena saat itu adalah pedagang plus
peminum ‘Anggur‘ tanpa ragu mengajak beberapa tentara untuk minum
bersama dan saling kenal di kedai tempat dia mangkal agar jualannya
tidak diganggu.
Macam-macam saja cerita pedagang mengakali ketatnya pengawasan
pak Sampe ini. Inilah bentuk perlawanan pedagang atas berbagai kontrol
yang diterapkan. Namun, satu hal yang pasti, pak Sampe benar-benar
menjadi momok bagi pedagang yang menjual di luar area pasar. Tidak
hanya itu, pasar Terong yang dikenal sebagai tempat ―premanǁ
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berkumpul dari berbagai kampung sekitarnya, khususnya dari Maccini
Gusung dan Maccini Kidul (Baru), Kandea, Barabaraya, Pucca,
Rappokalling dan lainnya juga dibuat jera oleh aksi para tentara pasar ini.
Pak Sampe, tentara yang berasal dari tanah Mandar dan
mengomandoi rekanrekannya di pasar Terong ini benar-benar ditakuti.
Menjelang tahun 1994, ide untuk melakukan revitalisasi pasar tahap
kedua bergulir. Berawal dari sebuah studi banding yang dilaksanakan oleh
walikota Makassar saat itu, Malik B. Masri di Hawaii, USA, terbersitlah
keinginan merombak pasar Terong menjadi sebuah pasar modern. Saat
itu, terpilihlah PT. Prabu Makassar Sejati sebagai developer dimana Ferry
Soelisthio sebagai komisaris yang memenangkan tender untuk revitalisasi
pasar ―tradisional. Mulailah persoalan baru muncul menghampiri
pedagang pasar Terong.
Dengan desain yang terlalu ‘moderen‘ lahirlah sebuah gedung
berlantai 4, yakni lantai dasar, 1, 2, dan 3 di lahan seluas 13.253 m2.
Sebagaimana revitalisasi tahap pertama di masa walikota Daeng
Patompo, revitalisasi tahap kedua ini juga menuai banyak masalah.
Persoalan klasik juga mencuat, harga kios dan lods terlampau mahal bagi
pedagang kecil yang mendominasi berdagang di pasar Terong. Banyak
yang dengan terpaksa membeli kios yang berharga 40 – 80 juta rupiah
atau lods bagi pedagang kecil karena tiada pilihan lain, walau banyak pula
yang memilih mengisi badan jalan di luar bangunan yang kini berdiri.
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Masalah lain timbul seiring kepindahan pedagang ke dalam gedung
baru. Tidak sampai 6 bulan, para pedagang ‘basah‘ kecewa dengan
sulitnya proses angkut barang naik turun setiap harinya. Belum lagi
pembeli yang tidak ingin naik hingga ke lantai 2 apalagi lantai 3. Pembeli
berkurang berarti pemasukan minim. Pemasukan minim berimplikasi pada
cicilan tempat terhambat sementara biaya untuk mencukupi anggota
keluarga di rumah juga dituntut setiap harinya. Akhirnya banyak pedagang
memilih keluar dan meninggalkan tempat mereka yang sudah dibeli dan
sedang berjalan cicilannya. Ramailah kembali badan-badan jalan, lorong,
trotoar, dan berbagai sudut pasar yang memungkinkan untuk ditempati.
Sementara di lain pihak, developer melalui perjanjian yang dibuat dengan
pedagang pembeli kios/lods menikmati keuntungan akibat macetnya
cicilan yang membuat uang muka (DP) dan diskon 12 persen menjadi
milik developer tanpa harus kehilangan kios dan lods yang sudah dibeli
pedagang. Hingga kini, masalah ini masih menyisakan banyak
kekecewaan di hati pedagang yang terlanjur membayar mahal namun
kehilangan daya melanjutkan cicilan. Tidak membayar selama 3 bulan
berturut-turut berarti kehilangan uang DP dan diskon 12 persen.
Memasuki awal tahun 2000-an keadaan pasar semakin semrawut.
Pengusaha atau developer dan pedagang berada dalam kerugian akibat
model bangunan yang dipaksakan dalam kondisi yang berbeda kultur.
Pedagang pasar Terong tumbuh dalam budaya hamparan yang melebar
horisontal dan kini dihadapkan pada area dengan bangunan vertikal
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meninggi ke atas. Mereka lalu memilih kembali melebar. Karena maraknya
pedagang di luar gedung ketimbang di dalam gedung maka secara
naluria—dan berdasarkan kebiasaan pemerintah masa itu—persoalan ini
akan diselesaikan melalui pembersihan pedagang di luar gedung yang
kemudian dicap ―liar. Maka ditempuhlah beragam cara baik legal
maupun di luar kerangka regulasi. Cara legal tentulah melalui jalur resmi
pemerintah seperti pengerahan satuan polisi pamong praja atau satpol
PP. Lalu cara sebaliknya adalah melalui mobilisasi ―preman untuk
melakukan aksi teror dan penyebaran ketakutan atas pedagang di pasar.
Bahkan, kedua model ini dapat bekerja secara bersamaan sebagaimana
terjadi di tahun 2003, 2005, dan 2007. Dimana preman dan satpol PP turut
andil dalam serangkaian pembongkaran dan penggusuran kepada
pedagang.
Mengenai penggunaan ―preman dalam upaya penataan pasar
Terong bukanlah sesuatu kebohongan. Bahkan menjadi keniscayaan bagi
pengusaha dan pemerintah dalam hal ini perusahaan daerah yang
mengelola pasar, PD Pasar Makassar Raya. Sekian tahun berada di
pasar relasi itu sudah terlihat secara nyata. Peran salah seorang yang
dikenal sebagai salah satu ―premanǁ di pasar Terong misalnya yang
bernama Daeng ‘X‘ yang telah menjadi kaki tangan baik pihak developer
maupun pihak tertentu di PD Pasar Makassar Raya (Wawancara dengan
Daeng ‗X‘, 2009).
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Pasar berkembang, pedagang juga berkembang tapi persoalan tetap
sama, yakni ketidakadilan terhadap banyak pedagang pasar yang tidak
mampu mengakses kios dan lods di dalam gedung dan merugi akibat
kios/lods yang dibeli tiada dikunjungi pembeli. Pasar kini dikelola oleh dua
aktor, yakni pihak developer dan pihak Perusahaan daerah milik
pemerintah kota Makassar. Bentuk perlawanan pedagang juga berubah
dan tidak lagi sporadis dan sembunyi-sembunyi. Di tahun 2003 sudah ada
organisasi yang lahir dari kalangan mereka yang mereka sebut
Persaudaraan Pedagang Pasar Terong, disingkat SADAR. Organisasi ini
sudah berhasil meningkatkan nilai tawar pedagang sehingga tidak lagi
terlalu rentan oleh aksi penggusuran dan ancaman teror dari preman
4.2. Penyebaran Pedagang di Dalam Maupun di Luar Pasar Terong
Berdasarkan hasil identifikasi langsung di lapangan, pedagang
melakukan aktivitas berjualan pada area di dalam pasar dan di luar pasar.
Di dalam pasar dibagi menjadi: fron toko, lantai dasar (kios dan
hamparan), lantai I (Kios dan hamparan), lantai II (Kios dan hamparan),
dan lantai III (kios dan hamparan). Dari lokasi tersebut, pedagang hanya
menempati kios yang disediakan pada lantai dasar, lantai I dan lantai II.
Untuk hamparan, hanya lantai dasar yang terisi. Sedangkan dilantai I, II
dan III dibiarkan kosong oleh pedagang.
Berdasarkan pola perkembangan penyebaran pedagang, kondisi
sejumlah besar petak lokasi yang tersedia di dalam area pasar masih
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tetap kosong, maka sebaliknya nampak aktivitas pedagang yang berjualan
lebih banyak di luar area pasar yang menempati jalan-jalan umum, trotoar
atau tepi jalan, jalan masuk, emperan toko dan di depan rumah penduduk.
Sifat penyebaran aktivitas pedagang sektor informal yang
menempati lokasi area diluar pasar meliputi:
 Wilayah barat (sepanjang Jalan terong dan area tangga barat)
 Wilayah Selatan (sepanjang Jalan Kubis, Jalan Mentimun dan
Jalan Bayam serta area tangga utara)
 Wilayah Timur (sepanjang Jalan Sawi, dan Jalan Labu)
 Wilayah Utara (sebagian Jalan Kangkung dan area tangga utara)
4.3. Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya
Berdasarkan peraturan Pemerintah Daerah Kota Makassar Nomor 5
tahun 1999 tentang penyusunan tugas dan fungsi perusahaan daerah
pasar Makassar Metro Kota Makassar dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang tata cara pembinaan dan
pengawasan perusahaan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, maka
keberadaan PD Pasar Makassar Raya diharapkan:
1. Merumuskan formula dan strategi untuk mendapatkan dana dalam
menata, mengatur dan membangun sarana dan prasarana
perpasaran PD Pasar Makassar Raya juga dapat membiayai
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dirinya sekaligus mendatangkan keuntungan kepada pemerintah
kota dalam bentuk pemasukan pendapatan.
2. Mampu menggali potensi sektor penerimaan
3. Berperan sebagai pelayanan dalam menyiapkan sarana/prasarana
perpasaran sehingga tidak semata-mata mencari keuntungan.
4. Meyelenggarakan pemberdayaan kepada masyarakat melalui
pembinaan dan pembangunan yang lebih demokratis dan
trasnparan
5. Mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Mengoptimalkan keamanan fisik/investasi pasar dan kenyamanan
penjual dan pembeli
7. Mendukung Kota Makassar sebagai kota dagang
8. Menyediakan sumber daya manusia
9. Menjadikan pasar sebagai tempat berbelanja utama dan pariwisata
Berdasarkan dengan tugas dan fungsi organisasi PD Pasar Makassar
Raya, maka tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang hendak
dicapai adalah:
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan pasar melalui upaya koordinasi
dengan pedagang kaki lima dan instansi terkait
2. Meningkatkan pelayanan berbelanja melalui penataan lokasi pasar
dan penertiban pedagang kaki lima yang menempati lokasi bukan
peruntukannya
3. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan penjual dan pembeli.
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Indikator yang digunakan dalam mengukur kualitas pegelolaan pasar
adalah, keterlibatan aparat pengelola pasar di dalam mengambil
keputusan, keterlibatan di dalam implementasi pengelolaan pasar dan
pedagang kaki lima.
Landasan hukum yang digunakan PD Pasar Makassar Raya adalah
sebagai berikut:
1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999
2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000
3. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004
Adapun arah kebijakan yang dibuat oleh PD Pasar Makassar Raya adalah
sebagai berikut:
1. Peningkatan pendapatan dengan menggali sumber-sumber potensi
PD Pasar Makassar Raya
2. Peningkatan Pelayanan terhadap pengguna Pasar
3. Pembangunan dan Rehabilitasi sarana/prasarana pasar yang
berkesinambungan
4. Sasaran Visi dan Misi tercapai yakni “Pasar Untuk Semua”
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Bab V
Hasil Dan Pembahasan
Pada bab ini penulis akan menjelaskan temuan penelitian tentang
bentuk kewenangan dalam Pemerintah periode Ilham Arif Sirajuddin dan
Moh Ramdhan Pomanto serta dampak kewenangan yang ada pada
penerapan kebijakan perda No 15 tahun 2009 tentang perlindungan,
pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di kota
Makassar. Hal ini sangat perlu untuk membantu menganalisis bagaimana
Pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin dan Moh. Ramdhan Pomanto
memperlakukan Pasar Terong.
5.1. Bentuk Kewenangan Pada Periode Pemerintahan Ilham Arif
Sirajuddin Dan Moh. Ramdhan Pomanto Dalam Pengelolaan
Pasar Terong
Dalam sebuah studi politik kewenangan yang dimiliki oleh sebuah
lembaga formal atau instansi memiliki pengaruh besar terhadap
berjalannya keputusan dan kebijakan didalamnya. Pada kedua
pemerintahan kota Makassar periode Ilham Arif Sirajuddin dan
Moh.Ramdhan Pomanto kewenangan yang hadir berbentuk atribusi dan
delegasi. Dalam hal ini, menurut max weber bentuk kewenangan delegasi
dan atribusi tidak terlepas dari yang namanya kewenangan rasional
formal, dimana sebuah pemerintahan yang bersifat formal di jalankan oleh
pemimpin yang bersifat rasional. Ketika, suatu pemerintahan dalam
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bentuk kewenangannya memilih pilihan rasional maka kewenangan yang
hadir dapat berbagai bentuk.
Kewenangan berbentuk atribusi adalah kewenangan yang
didasarkan atau diberikan oleh UUD atau Undang-undang kepada suatu
lembaga negara atau pemerintahan. Dalam bentuk kewenangan ini
pemerintah Kota Makassar diberikan wewenang yang tertuang dalam  UU
No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya di
tindaklanjuti oleh Perpres No 112 tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar dan Modern dan Pusat Perbelanjaan
yang arah kebijakannya adalah pemberdayaan pasar tradisional agar
dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling
memperkuat serta saling menguntungkan, memberikan pedoman bagi
penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.
Memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa
tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern,
pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib
persaingan dan keseimbangan kepentingan, produsen, pemasok, toko
modern dan konsumen.
Berlandaskan  perpres No 112 tahun 1999 dikeluarkanlah
Permendag No 53 Tahun 2008 tentang pedoman penataan dan
pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern dalam
hal ini arah kebijakan tersebut lebih kepada mengatur mengenai zonasi,
perjanjian perdagangan dan perizinan. Terkhusus Di Kota Makassar
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dalam menjalankan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan tersebut
terbentuklah Perda No 15 tahun 2009 tentang perlindungan,
pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern.
Senada dengan tujuan yang termaktub dalam Perda No 15 tahun
2009, politisi partai PKS Hj. Sri Rahmi mengatakan bahwa konsep
pembuatan Perda ialah untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional
agar konsumennya tidak diambil oleh pasar modern dan toko modern.
Baginya keberlangsungan pasar tradisional di kota Makassar semakin hari
semakin berada pada ambang gulung tikar.30 Pernyataan tersebut sangat
beralasan melihat fenomena saat ini, dimana pendirian pasar modern
berada dekat dengan keberadaan pasar tradisional. Sehingga pemerintah
dalam melakukan tanggung jawabnya, dalam melindungi pasar tradisional
harus di dukung oleh suatu aturan yang mengikat setiap masyarakat agar
patuh.
Merujuk pada Pasal 21 dalam perda No 15 tahun 2009 mengenai
perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional dikatakan pada
ayatnya yang ke 2 bahwa penyelenggaraan pasar tradisional harus
menyediakan fasilitas yang menjamin pasar  tradisional yang bersih,
sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. Selanjutnya
pada ayatnya yang ke empat dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan
tersebut, pemerintah daerah bertanggung jawab penuh di dalamnya.
Merujuk pada ayat tersebut, saat ini pengelolaan pasar Tradisional di
30 Wawancara dengan Hj. Sri Rahmi (DPRD Kota Makassar). Oleh Lebang Gidion
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Makassar diberikan kepada PD. Pasar Makassar Raya, dimana
sebelumnya dikelola oleh Dinas Perpasaran. Tetapi setelah diterbitkannya
Perda kota Makassar No. 17/2002 tentang ‘Pengurusan Pasar Dalam
Daerah Kota Makassar’ maka hak pengelolaan pasar diberikan kepada
pihak swasta demi terciptanya pengembangan pasar tradisional yang
lebih maju dan tertata rapi. Hal itu seperti diungkapkan dalam wawancara
bersamaA. Muh. Aras, yang merupakan Humas Perusahaan Daerah
Makassar Raya kota Makassar.
“...... berdasarkan  UU No 5 tahun 1962 maka setiap daerah
diberikan kewenangan untuk membentuk yang namanya Perusahan
Daerah, atas dasar itu di kota makasaar terbentuklah 5 Perusahaan
Daerah, salah satu diantaranya adalah Perusahan Daerah Pasar.
Dasarnya agar memiliki kekuatan hukum maka dikeluarkanlah
peraturan daerah di Kota Makassar No 17 tahun 2002 tentang
pengurusan Pasar Daerah Kota Makassar oleh Perusahaan
Daerah”31
Kewenangan pemerintah yang bersumber dari Undang-undang
kemudian diturunkan menjadi sebuah payung hukum yaitu Perda. Di
kedua pemerintahan baik Pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin dan Moh.
Ramdhan Pomanto tetap menjadikan Perda No 17 tahun 2002 sebagai
landasan hukum pemberian kewenangan kepada PD pasar dalam
pengelolaan Pasar Tradisional. Pengelolaan pasar dilimpahkan kepada
Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya Dan Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Penanaman Modal (Disperindagdal) Kota Makassar.
Keduanya memiliki tugas masing-masing. PD Pasar mempunyai
31Wawancara dengan A. Muh. Aras (Bagian Humas PD Pasar Raya). Kamis, 13 Oktober 2016.
Pukul 10.09 Wita.
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kewenangan mengelola dan mengatur retribusi pasar tradisional dan
pembangunan pasar tradisional serta melakukan pembinaan bagi pelaku
usaha yang ada di pasar tradisional.
Disperindag sebagai salah satu pengelola pasar memiliki tugas
mengawasi dan melakukan pembinaan bagi usaha kecil, menengah, dan
pasar modern.   PD Pasar selaku penanggung jawab pasar tradisional
pada dasarnya memiliki dua prinsip dasar yaitu profit oriented dan srivice.
PD Pasar mempunyai tugas memungut biaya retribusi bagi para pelaku
usaha yang ada di pasar tradisional sebagai wujud profit oriented yaitu
mencari keuntungan. Pelayanan terhadap pasar tradisional seperti
kebersihan, keamanan, perbaikan sarana dan prasaran pasar. Jadi
kewajiban untuk melakukan pembinaan hanya dilakukan secara otodidak
saja. Biasanya melauli kepala unit masing-masing pasar yang ada di Kota
makassar.
Ketidaksesuaian keinginan pemerintah yang dijalankan oleh PD
pasar dan pedagang yang terjadi di pasar menjadi hal biasa dalam
permasalahan yang terjadi di Pasar Terong. Permasalahan ini seharusnya
menjadi perhatian bersama baik dari PD pasar sebagai pengelola pasar
maupun pedagang pasar. Kebiasaan dan pola pikir dari pedagang juga
harus di ubah. Untuk mewujudkan pasar yang nyaman, bersih dan tertata
dengan baik.   Sebagaimana banyaknya kios, lods maupun toko yang
tidak aktif di pasar terong. Hal ini mengindikasikan semakin kurangnya
pedagang untuk masuk menjual di  pasar tradisional.
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Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15
Tahun 2009 tentang Perlindungan pemberdayaan Pasar Tradisional dan
Penataan Pasar Modern disebutkan bahwa lokasi pendirian Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada rencana tata ruang
wilayah Kabupaten/Kota dan rencana detail tata ruang Kabupaten/Kota
termasuk peraturan zonasinya. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas
dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk
mengatur keberadaan pasar tradisional, pasar modern, dan pusat
perbelanjaan dalam hal jumlah, jarak, dan jam kerja.
Bentuk kewenangan lain yang ada dalam kedua pemerintahan
antara pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin dan Moh. Ramdhan Pomanto
yaitu bentuk kewenangan delegasi. Kewenangan yang berbentuk delegasi
adalah pelimpahan tanggung jawab dan wewenang kepada anak buah
atau rekan kerja. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwasanya
meskipun pengelolaan pasar tradisional di berikan kepada PD Pasar yang
telah di atur dalam Perda No 7 tahun 2002 akan tetapi tanggung jawab
dan evaluasi masih di pegang oleh walikota yang menjabat.
Kewenangan yang berbentuk delegasi didalam pemerintahan Ilham
Arif Sirajuddin yaitu pemerintah daerah dalam menjalankan
kewenangannya menunjuk langsung direksi perusahaan daerah pasar
dalam pengelolaan Pasar Tradisional.
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Pasar tradisonal terbentuk karena perintah atau intruksi dari
pemerintah. Itu bisa kita lihat dari pasar Inpres (Intruksi Presiden).
Sedangkan dalam pengelolaannya, pasar resmi dikelola oleh Pd. Pasar
Makassar sedangkan untuk pasar tidak resmi dikelola oleh masyarakat
sekitar atau juga pemilik dari lahan pasar. Di pemerintahan Ilham Direkrut
utama di tunjuk langsung, bisa karena faktor kekerabatan atau faktor
lain.32
Penunjukkan langsung yang dijalankan oleh walikota Ilham Arif
Sirajuddin di jalankan pula oleh PD pasar dalam hal pemberian wewenang
kepada Kepala Unit Pasar Terong untuk mengatur dan menjalankan
tujuan Perda No 15 tahun 2009. Walikota sebagai eksekutif kebijakan
mengharuskan adanya pemberian wewenang agar kebijakan berjalan
sesuai tujuannya.
Didalam masa pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin, PD Pasar
memberikan wewenang kepada preman33 untuk membantu menata dan
memberdayakan pedagang di pasar terong. Dalam hal ini preman
digunakan karena dianggap sebagai aktor yang sangat berpengaruh di
pasar terong.
Di Pasar Terong, lelaki yang di anggap berpengaruh tersebut
bernama lengkap Abdurrahman Daeng Turu’ itu paling dikenal baik oleh
32Wawancara dengan Zainal Siko (Aktivis NGO Pengorganisir Pasar). Senin, 29 Agustus 2016.
Pukul 13.30 Wita.
33“Preman” adalah orang yang difungsikan sebagai katup pengaman bagi pengelola swasta atau
pemerintah. Orang ini biasanya di fungsikan bila ada kebijakan yang hendak dijalankan seperti
penggusuran segelintir pedagang di kawasan tertentu. Menurut Dg.Turu.
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pedagang maupun para ‘pemain luar’ yang mencari peruntungan di pasar
ini. Kerjanya menebar ketakutan kepada para pedagang kecil atau yang
sering dikategorikan ‘pedagang kaki lima’. Menurut Turu’ sendiri,
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya memberinya wewenang
mengontrol penarikan retribusi dan ‘pungutan’ lainnya serta ruang
berjualan. Pengelola pasar dari pihak developer juga pernah
menggunakan ‘tangan’ Turu’ untuk melaksanakan pembongkaran paksa
pedagang-pedagang yang dianggap liar dan mengotori keindahan pasar.34
Pelimpahan wewenang yang diberikan oleh PD pasar kepada
Preman berfungsi untuk memberdayakan pedagang dalam hal penataan
lods, penagihan retribusi, hingga jasa penggusuran pedagang. Di pasar
terong sendiri karena wewenang yang diberikan langsung oleh PD pasar
maka Daeng Turu’ sebagai orang yang ditakuti mendirikan satu organisasi
yang bernama Serikat Eks-Narapidana (SENI).‘Bos preman’ merupakan
sebutan khusus. Beberapa orang yang dikenal sebagai preman dan
bermukim di Pasar Terong ini menolak anggapan itu. Bagi mereka, Daeng
Turu’ hanya seorang pabbelli bellang atau oportunis yang berusaha
mengambil untung dari kedekatannya dengan direktur Perusahaan
Daerah Pasar Makassar Raya, komisaris PT. Makassar Putra Perkasa,
dan beberapa anggota kepolisian setempat.
34Active Society Institute (AcSI), 2009 .“Laporan Penelitian, Studi Etnografi & Observasi Pasar-
pasar Lokal di Tengah Pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di kota Makassar”.
Makassar
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Keuntungan yang begitu besar dirasakan oleh Pemerintah dan PD
pasar dengan adanya Preman ini di dalam pasar terong 35Karena ‘jabatan’
itu, Turu’ bisa berbuat banyak sekaitan relasi sosial antar pedagang,
antara pembeli dan pedagang, sampai antara pedagang dan Perusahaan
Daerah Pasar Makassar Raya, antara pedagang dengan pengembang
(PT Makassar Putra Perkasa). Dia bisa menentukan pedagang A boleh
berjualan di tempat A, B, atau C, dan seterusnya. Dia juga berhak
menyerahkan kepada siapa perparkiran di tempat tertentu di Pasar
Terong dan menentukan besaran setoran dari hasil pungutan parkir itu.
Dia pun bisa memberi tempat menjual yang entah bagaimana caranya
kepada penjual tertentu dengan bayaran sekian juta rupiah dan setoran
bulanan sekian banyak.
Namun berbeda pada pemerintahan Moh. Ramdhan Pomanto
keteribatan Preman tidak menjadi jalan bagi pemerintah untuk meraup
keuntungan. Meski bentuk kewenangannya sama yaitu bentuk delegasi
akan tetapi dalam penerapan pemberian kewenangannya yang berbeda.
Dalam pemerintahan Moh. Ramdhan Pomanto perpanjangan tangan
untuk menjalankan Perda No 15 tahun 2009 adalah dengan lelang jabatan
pada PD Pasar. Hal itu seperti diungkapkan dalam wawancara bersama
A. Muh. Aras, yang merupakan Humas Perusahaan Daerah Makassar
Raya  kota Makassar.
35Ibid.
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“....pelimpahan wewenang di amanahkan oleh peraturan daerah
kepada walikota dan di amanakahkan kepada kepada direksi melalui
lelang jabatan yang dilakukan oleh seluruh perusahan daerah,
namun setiap tahun PD pasar harus melaksanakan
pertanggungjawaban kepada walikota”36
Lelang jabatan adalah proses yang diberlakukan oleh pemerintahan
Moh. Ramdhan Pomanto guna tidak ada intervensi dari pihak manapun.
Proses lelang jabatan adalah proses yang semua semata-mata karena
nilai kompetensi yang didapat dari pansel. Hasilnya tidak terbatas pada
undangan peserta, karena sesuai kompetensi masing-masing peserta
lelang jabatan.
Periode pemerintahan Moh. Ramdhan Pomanto dalam menjalankan
kewenangannya, pemerintah melalui PD pasar lebih menitiberatkan pola
kerjasama dengan pedagang melalui kepala pasar agar dapat
mewujudkan tujuan Perda No 15 tahun 2009. Kewenangan yang
berbentuk delegasi terlihat jelas pada PD pasar dan kepala unit pasar
terong, Hal itu seperti diungkapkan dalam wawancara bersama Ir. Sitti
Fridayanti Fatta, yang merupakan Kepala Unit PasarTerong kota
Makassar.
“.... kewenangan kepala pasar hanya menjalankan keputusan dari
direksi PD pasar, seperti contoh, jika saya memiliki kinerja yang tidak
bagus saya bisa saja langsung diganti oleh pimpinan dan proses
pemilihannya pun di tunjuk langsung oleh pimpinan.”37
36Wawancara dengan A. Muh. Aras (Bagian Humas PD Pasar Raya). Kamis, 13 Oktober 2016.
Pukul 10.09 Wita.
37Wawancara dengan Ir. Sitti Fridayanti Fatta (Kepala Unit Pasar Terong). Kamis, 13 Oktober
2016. Pukul 12.30 Wita.
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Pada pola kewenangan ini diharapkan dapat meningkatkan peran
kepala pasar sebagai pelaksana operasional agar dapat mewujudkan
perlindungan pasar tradisional khususnya Pasar Terong. Sehingga pasar
tradisional khususnya pasar terong dapat bersaing dengan pasar-pasar
modern di Kota Makassar.
Dalam menjalankan kewajibannya PD pasar sebagai penanggung
jawab dari bentuk delegasi wewenang walikota dalam melindungi pasar
tradisional memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan
area pasar.
2. Penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan
kelengkapan area pasar.
3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan area pasar.
4. Pengeloaan dan pengembangan area pasar.
5. Pembinaan pedagang dalam rangka pemanfaatan area pasar
6. Pengendalian keamanan dan ketertiban dalam area pasar.
7. Membangun kerjasama dengan pihak lain untuk optimalisasi
asset.
8. Bermitra dengan perbankan, pemasok dan PD pasar lain untuk
mengembangkan bisnis pedagang pasar.
Dari kedelapan fungsi PD pasar tersebut wewenang kepala pasar
adalah menjalankan kesemua fungsi dengan tetap berkoordinasi dengan
63
PD Pasar Raya Kota Makassar dan akan di pertanggungjawabkan kepada
Walikota selaku sebagai penanggung jawab terwujudnya tujuan perda No
15 tahun 2009 yaitu melindungi dan memberdayakan pasar Tradisional
khsusunya Pasar Terong.
a. Persamaan bentuk Kewenangan Atribusi
1. Ilham Arif Sirajuddin Wewenang yang berdasarkan
1. UU No 22 tahun 1999
2. Perpres No 112 tahun
2007
3. Permendag No 53 Tahun
2008
4. Perda No 15 tahun 2009
5. Perda No 17 tahun 2002
2. Moh. Ramdhan Pomanto
Sumber: Diolah oleh Penulis Tahun 2016
Kedua pemerintahan antara pemerintahan Ilham Arif
Sirajuddin dan Moh. Ramdhan Pomanto berangkat dari sebuah
bentuk kewenangan yang menurut weber adalah kewenangan
rasional formal. Dalam hal ini bisa dilihat dari Pilihan rasional yang
dimiliki oleh kedua pemerintahan dalam menjalankan kewenangan
formal pemerintahan harus merujuk dan berdasar pada UUD atau
Undang-undang kepada suatu lembaga negara/ pemerintahan.
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Dalam hal ini kedua pemerintahan dalam menjalankan tugasnya
sebagai walikota Makassar Pada periode masing-masing
berdasarkan pada kewenanagan yang diberikan oleh payung
hukum UU hingga Perda.  Berdasarkan ketentuan tersebut di atas
dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan
untuk mengatur keberadaan pasar  tradisional, pasar modern, dan
pusat perbelanjaan dalam hal jumlah, jarak,  dan jam kerja.
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b. Perbedaan Bentuk Kewenangan Delegasi
1. Ilham Arif Sirajuddin 1. Penunjukan Langsung
Direksi Perusahaan Daerah
Pasar Makassar Raya
2. Masih menggunakan faktor
kekekerabatan
3. Melalui PD pasar preman
diberikan kewenangan
untuk membantu menata
dan memberdayakan
pedagang di pasar terong
2. Muh. Ramdhan Pomanto 1. Proses Lelang jabatan
untuk mengisi jabatan
direksi Perusahaan Daaerh
Pasar Raya Makassar Raya
2. Melihat Potensi dalam diri
masing-masing direksi yang
mencalonkan
3. PD pasar memberikan
kewenangan kepada
Kepala Unit Pasar Terong
dan rekan-rekannya untuk
menata dan
memberdayakan pedagang
di pasar terong
Sumber: Diolah oleh Penulis Tahun 2016
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Menurut max weber sebuah kewenangan yang dibangun
atas legitimasi adalah sebuah pilihan yang legal. Dalam hal ini
sebuah bentuk kewenangan yang diterapkan oleh kedua
pemerintahan menitikberatkan pada pencapaian tujuan Perda No
15 tahun 2009. Arah kebijakan dan bentuk kewenangan yang
berbeda didasari oleh latar belakang dan konsep pemahaman
tentang pasar yang berbeda pula. Dalam bentuk kewenangan
yang diterapkan oleh Ilham Arif Sirajuddin yaitu dengan pemberian
kewenangan kepada preman sebagai aktor yang berpengaruh
dalam memberdayakan pedagang pasar didasari oleh
pemahaman pasar adalah sebagai tempat masyarakat kapitalistik.
Munurut boeke masyarakat kapitalistik adalah sebuah masyarakat
yang berupaya untuk mendapatkan laba maksimum.
5.2. Dampak Kewenangan  Pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin
Dan Moh. Ramdhan Pomanto Pada Pengelolaan Pasar Terong
Walikota sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi Di
Kota Makassar tentunya mempunyai peran penting dalam
menentukan arah kebijakan dan anggaran daerah kota makassar
sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Kebijakan yang
dibuat oleh walikota harusnya berorientasi pada kepentingan
masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi atau jaringannya
sehingga dapat tercapai Good Governance di suatu wilayah.
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Menyoal kebijakan tentang pasar di Kota Makassar yang
berada pada payung hukum Perda No 15 tahun 2009 pemerintahan
Ilham Arif Sirajuddin dan Moh Ramdhan Pomanto memiliki
mekanisme tersendiri sehingga memiliki dampak yang berbeda
pada pelaksanaan kebijakan yang berjalan.
Bentuk kewenangan atribusi di pemerintahan Ilham Arif
Sirajuddin dan Moh Ramdhan Pomanto bisa dilihat dengan sejauh
mana keberhasilan implementasi Perda No 15 tahun 2009  pada
pasar terong dan bagaimana peran pemerintah di dalamnya.
Periode pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin sebuah  cita-cita
besar tentang perkembangan kota Makassar menjadi kota
metropolitan menjadi sebuah hal yang ingin di wujudkan oleh
karena itu maka pemerintah melalui kebijakan-kebijaknnya
membuka pintu ekonomi seluas-luasnya bagi investor luar. Investor
tersebut berkekuatan modal finansial yang besar. Merancang apa
saja dengan penuh simbol-simbol modernitas. Di sisi lain, ekonomi
warga kota kebanyakan menerapkan logika kebertahanan ekonomi
(economic survival).
Hal ini yang menyebabkan pengimplementasian Perda
No.15 tahun 2009 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar
tradisional dan penataan pasar modern tidak optimal. Konsep
perlindungan hanya menjadi aturan formal belaka tanpa bisa di
tegakkan. Definisi perlindungan menurut Perda diartikan bahwa
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pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada pasar
tradisional, antara lain: status hak pakai lahan pasar, lokasi usaha
yang strategis dan menguntungkan, kepastian hukum dalam status
hak sewa terhadap penggusuran, dan perlindungan terhadap
timbulnya persaingan usaha tidak sehat/seimbang dengan pelaku
usaha di pasar modern dan toko modern. Disini dijelaskan bahwa,
pemerintah kota merupakan aktor yang paling berpengaruh dalam
menjalankan setiap aspek yang berhubungan dengan status hukum
seperti hak pakai lahan pasar dan status hak sewa yang berkibat
pada penggusuran di kemudian hari.
Aturan mengenai pendirian pasar modern harus
menyertakan dampak sosial-ekonomi dari pasar tradisional dan
usaha kecil yang telah terlebih dahulu berada disekitarnya
dijalankan dengan tidak serius. Indikasi kearah permainan antara
kelompok pengusaha pasar modern bersama pemerintah semakin
menguak kepermukaan. Segala faktor tersebut menyisahkan
kesedihan tersendiri pada keberadaan pasar tradisional dan
pedagang di dalamnya.
Beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini berbanding
terbalik dengan harapan yang ada. Sejak pengelolaan pasar
diserahkan secara penuh kepada PD. Pasar, beberapa pasar
tradisional mengalami “pemoderenan” atau yang biasa disebut
revitalisasi pasar. Dengan berlandaskan konsep otorianisme (tidak
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melibatkan pedagang dalam pengambilan keputusan seperti
penetapan harga kios dan model pasar), perusahaan daerah
menggaet beberapa investor asing untuk berinvestasi membangun
pasar tradisional yang lebih modern. Lihat saja pasar Terong yang
pada tahun 1996 dirombak total menjadi empat tingkat atas
kerjasama dengan developer PT. Prabu Sejati.
Keinginan PD. Pasar dan Developer agar para pedagang
menempati area gedung pasar banyak ditolak para pedagang. Hal
tersebut membuat PD. Pasar dan Developer melakukan beberapa
langkah seperti melabeli pedagang yang berjualan di luar area
pasar sebagai pedagang liar (illegal) atau mengirim preman dan
tentara untuk menakut nakuti pedagang.38 Hal tersebut dialami oleh
Daeng Jama. Pedagang di pasar Terong yang sehari harinya
menjual asam ini, memiliki banyak pengalaman berhadapan
dengan tentara dan preman utusan Developer. Ia seringkali
diancam untuk digusur secara paksa jika permintaan untuk masuk
ke gedung pasar tidak di indahkan. Walaupun Daeng Jama
memiliki lapak hamparan di lantai dua gedung pasar tetapi ia tetap
saja menolak untuk masuk dikarenakan kondisi lantai dua sudah
tidak berfungsi layaknya suatu area jual beli.39
38 Prabowo, Agung, 2009 .“Gerakan Perlawanan Pedagang Pasar Terong Terhadap Kebijakan
Pemerintah Kota Makassar Pasca Pembangunan Gedung Tiga Lantai”, Hasil Penelitian Skripsi.
Makassar.
39Wawancara dengan Daeng Jama (Pedagang Asam di Pasar Terong).
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Daeng Jama dan beberapa pedagang lainnya di pasar
Terong menolak untuk pindah, tetap saja mereka dipungut retribusi
oleh pengelola pasar. Hal tersebut banyak dikeluhkan pedagang
pasar Terong kepada pengelola dimana kewajiban untuk
membayar retribusi setiap harinya dipenuhi tetapi hak untuk
mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam berdagang tidak
didapatkan. Keluhan dari pedagang pasar juga dibenarkan oleh
Hasanuddin Leo. Legislator dari partai PDK tersebut mengatakan
dalam wawancara bahwa pemerintah jangan hanya tahunya
memungut retribusi saja. Karena hakekat retribusi bisa dilakukan
jika pelayanan sudah diterapkan. Layanan yang dimaksud
berbentuk insfrastruktur yang layak bagi pedagang dan
kenyamanan bagi pembeli dalam berbelanja di pasar tradisional.
“ pemerintah jangan hanya memungut retribusi saja. Karena
sesungguhnya retribusi itu, kalau kita kembali dari definisi
bahwa retribusi dipungut setelah ada layanan. Ini yang perlu
disadari oleh pemerintah bahwa berikan dulu layanan dalam
bentuk insfrasturktur yang layak sehingga pedagang dapat
menjual dengan baik dan bisa dikunjungi oleh pembeli dengan
nyaman pula. Ini akan mempunyai sebab-akibat karena dengan
baiknya pasar tradisional, pengunjung akan tetap eksis di pasar
tradisional.”40
Kendala lain yang dihadapi ketika pengelolaan pasar
diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta dalam hal ini PD.Pasar
dan Developer ialah penetapan biaya kepemilikan kios dan lods.
Contoh kasus di pasar Terong, untuk harga satu lods berkisar 10 –
40Wawancara dengan Hasanuddin Leo (DPRD Kota Makassar)
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20 juta rupiah. Sementara kios yang berukuran 2 x 1,5m bisa
mencapai Rp. 60 juta dan untuk ukuran 2 x 2m dipatok dengan
harga Rp. 80 juta. Dengan jangka waktu yang sangat pendek
dalam mencicilnya yang kurang lebih 4 tahun. Bisa dibayangkan,
bagaimana pedagang-pedagang kecil mampu bersaing dalam
mengakses lods yang demikian mahal itu.41
Melihat kondisi yang tidak menguntungkan bagi pedagang
pasar lokal maka diperlukan peran lebih dari pemerintah untuk
mengatur dan menjembatani persoalan yang berhubungan dengan
biaya sewa kios atau lods. Ketika konsep rent seeker (mencari
untung besar) yang diberlakukan oleh PD.Pasar beserta Developer,
maka jangan harap pedagang akan tertib untuk tidak menjual di
badan badan jalan di luar area gedung pasar.
March dan Olsen 42 mengemukakan bahwa aktor individu
dalam hal ini developer dapat mempengaruhi suatu keputusan
politik yang dibuat oleh aktor politik. Keputusan politik yang
dimaksud ialah seperangkat peraturan perundang-undangan yang
ada. Kebijakan yang seharusnya bersifat otonom berubah menjadi
peraturan yang bersifat kondisional. Itu dikarenakan negara yang
seharusnya bertanggung jawab secara penuh dalam memberikan
perlindungan kepada masyarakat dalam hal bekerja terusik oleh
41 Active Society Institute (AcSI), 2009 .“Laporan Penelitian, Studi Etnografi & Observasi Pasar-
pasar Lokal di Tengah Pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di kota Makassar”.
Makassar
42 Marsh, David & Stoker, Gerry. 2011. “ Theory and Methods in Political Science”: Teori dan
Metode dalam Ilmu Politik. Bandung: Nusa Media.
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kekuatan kapital yang sangat besar. Sehingga pemerintah yang
tadinya memiliki kekuatan penuh dalam mengendalikan setiap
keputusan berubah menjadi lemah akibat sumber daya yang dimiliki
tidak ada. Hasilnya terjadi apa  yang dinamakan swastanisasi.
Perpindahan tanggung jawab dari negara kepada pihak luar
(pengusaha).
Sementara itu di dalam berbagai pertemuan, potensi
tumpang tindih peran antara daerah dan pusat sangat besar terjadi.
Hal ini sering terlihat dari saling lempar tanggung jawab keduanya
dimana dinyatakan oleh pusat bahwa pengembangan pasar di
daerah sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah daerah.
Tetapi pada saat yang sama Pemerintah Daerah merasa mereka
harus menunggu peran Pemerintah Pusat terkait dengan upaya
pengembangan pasar. menyikapi hal tersebut, Departemen
Perdagangan menyatakan bahwa mereka memiliki anggaran bagi
pengembangan pasar, tapi tidak cukup untuk memperbaiki seluruh
pasar. Karena itu mereka kemudian hanya membuat pasar contoh
dan cara pengelolaan pasar tradisional yang baik dan benar.
Perlindungan terhadap pasar tradisional sebagaimana yang
telah dijelaskan sebelumnya bahwa segala upaya pemerintah
daerah dalam melindungi pasar tradisional dari persaingan yang
tidak sehat sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi
lebih baik layaknya suatu usaha. Sehingga dalam melakukan
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perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di
dalamnya, pemerintah daerah memberikan perlindungan di amati
dari aspek; Kepastian hukum dan jaminan keberlansungan usaha
dalam pasar tradisional. Lokasi usaha yang strategis dan
menguntungkan pasar tradisional. Persaingan dengan pelaku
usaha di pasar modern.
Pelaku usaha dalam perekonomian nasional tidak terlepas
dari keberadaan masyarakat yang menjadi subjek bagi keberadaan
berbagai jenis usaha. Adanya penamaan terhadap pasar dengan
tambahan kata ‘tradisional’ memberikan kesan untuk disandingkan
dengan kata ‘modern’.  Pasar pun terengaruh perkembangan
zaman. Arus globalisasi yang berdampak pada pemaknaan
terhadap sesuatu yang terlebih dulu ada disandingkan dengan
pengaruh yang masuk.  Pasar yang sejak mulanya memiliki historis
tersendiri baik secara alami muncul menjadi pasar dan di kelola
bersama masyarakat dan pemerintah setempat mendapat ‘kenalan’
baru. Pasar dengan konsep bangunan yang lain, disokong oleh
modal besar hingga memunculkan penamaannya dengan kata
‘modern’ itu mencoba mengambil perhatian dari konsep pasar yang
sebelumnya. Sehingga pasar yang sejatinya memiliki nilai
kebersamaan dalam masyarkat ini kemudian disematkan dengan
kata ‘tradisional’. Fenomena seperti demikian selanjutnya
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mendapat letigimasi dari pemerintah melalui aturan yang ada.
Payung hukum untuk keduanya pun dikeluarkan dalam bentuk
peraturan presiden, peraturan mentri, hingga peraturan daerah
yang turut mengiyakan. Adanya penamaan pasar; tradisional dan
modern secara sadar menimbulkan jarak/jurang pemisah antar
keduanya yang memiliki konsep nilai yang di bangun berbeda.
Namun demikian bila diamati lebih lanjut lahirnya Peraturan
Presiden Nomor 112 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pasar  Modern, dan Pusat Perbelanjaan kemudian
diturunkan kemudian melalui  peraturan daerah kota Makassar
nomor 15 tahun 2009 tentang perlindungan  pemberdayaan pasar
tradisional dan penataan pasar modern. Pemerintah Kota Makassar
menyadari bahwa makin berkembangnya usaha perdagangan
eceran dalam skala kecil, menengah dan skala besar. Ditengah
pembangunan kota Makassar menuju kota dunia.
Oleh karena itu, pasar tradisional di kota makassar perlu
diberdayakan agar dapat tumbuh berkembang dan serasi, saling
memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan.
Untuk memberdayakan pengembangan industri dan perdagangan
barang serta kelancaran distribusi barang, perlu diberikan pedoman
bagi penyelenggaran pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan
toko modern, serta adanya norma-norma keadilan yang saling
menguntungkan, tanpa tekanan dalam hubungan antar pemasok
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barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan
dengan usaha kecil, sehingga tercipta persaingan dan
keseimbangan kepentingan produsen pemasok, toko modern dan
konsumen.
Kepastian hukum berdasarkan peraturan yang ada
mengharuskan pemerintah menjamin keberlansungan usaha setiap
pelaku usaha baik kecil, menengah maupun besar. Namun perlu di
garis bawahi bahwa perda nomor 15 tahun 2009 menekankan
perlidungan dan pemberdayaan terhadap pasar tradisional.
Sehingga pada dasarnya semestinya perlakuan khusus bagi pelaku
usaha kecil untuk lebih ditekankan untuk menjamin
keberlansungannya. Sejatinya pelaku usaha kecil sampai
menengah lebih banyak mengisi pasar tradisional
Pengelolaan pasar di Kota Makassar dilimpahkan kepada
Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya Dan Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal
(Disperindagdal) Kota Makassar. Keduanya memiliki tugas masing-
masing. PD Pasar mempunyai kewenangan mengelola dan
mengatur retribusi pasar tradisional dan pembangunan pasar
tradisional serta melakukan pembinaan bagi pelaku usaha yang
ada di pasar tradisional.
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Tugas dari Disperindag adalah mengawasi dan melakukan
pembinaan bagi usaha kecil, menengah, dan pasar modern.   PD
Pasar selaku penanggung jawab pasar tradisional pada dasarnya
memiliki dua prinsip dasar yaitu profit oriented dan srivice. PD
Pasar mempunyai tugas memungut biaya retribusi bagi para pelaku
usaha yang ada di pasar tradisional sebagai wujud profit oriented
yaitu mencari keuntungan. Pelayanan terhadap pasar tradisional
seperti kebersihan, keamanan, perbaikan sarana dan prasaran
pasar. Jadi kewajiban untuk melakukan pembinaan hanya
dilakukan secara otodidak saja. biasanya melauli kepala unit
masing-masing pasar yang ada di Kota makassar.
Pelaksanaan suatu Perda membutuhkan setidaknya tiga
tingkatan institusi yang saling terkait. Broomley 43, membagi tiga
tingkatan tersebut antara lain tingkat penyusunan kebijakan (policy
level), tingkat organisasi (organizational level) dan tingkat
operasional (operational level). Pada tingkatan kebijakan,
pernyataan umum dibahas dan diformulasikan oleh lembaga
legislatif. Pada tingkat organisasi, kekuasaan dipegang oleh
lembaga eksekutif dan selanjutnya pada tingkatan operasional
merupakan tingkat teknis dalam operasionalisasi suatu kebijakan.
Dalam tingkat operasional biasanya tergabung dalam instansi atau
lembaga formal yang ditunjuk sesuai fungsi dan tugas masing
43Bromley dalam Dwidjowijoto, R. N, 2007. “Analisis Kebijakan”. Jakarta: Elek Media
komputindo. Hal 45
77
masing. Disinilah tujuan atau outcome yang diharapkan dari suatu
kebijakan berperan penting karena bersentuhan langsung dengan
target groups.
Ketidakpahaman dari lembaga formal dalam menjalankan
konsep dari Perda membuat aturan tersebut hanya menjadi aturan
ompong belaka. Kepatuhan dan daya tanggap yang tidak mumpuni
semakin diperparah dengan karakteristik pemerintah yang lebih
condong kearah developmentalism dan modernisasi. Ukuran
kemajuan suatu kota diukur dari seberapa banyak pembangunan
yang bersimbolkan modernitas berlangsung. Pemerintah dengan
obsesinya menjadikan kota Makassar sebagai kota dunia direspon
postif oleh pengusaha dengan membangun setiap jengkal kota
dengan pasar modern. Seperti yang diutarakan oleh Mars dan
Olsen, 44 bahwa kepentingan aktor politik selalu beriringan dengan
kepentingan aktor individu selaku kepentingan keduanya saling
menguntungkan. Keberpihakan pemerintah yang tidak berimbang
kepada pasar tradisional menyebabkan konsep Perda hanya
menjadi aturan formal belaka yang tidak dijalankan.
44Marsh, David & Stoker, Gerry. 2011. “ Theory and Methods in Political Science”: Teori dan
Metode dalam Ilmu Politik. Bandung: Nusa Media.
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a. Persamaan Dampak Kewenangan Pemerintahan Ilham Arif
Sirajuddin dan Moh. Ramdhan Pomanto
1. Ilham Arif Sirajuddin a. Revitalisasi yang tidak
tepat sasaran terhadap
PasarTerong
b. Hadirnya investor asing
dalam investasi
c. Orientasi PD pasar
pada oriented dan
service
d. Tidak ada pembinaan
terhadap pedagang
2. Muh. Ramdhan Pomanto
Sumber: Diolah oleh Penulis Tahun 2016
Pengimplementasian Perda No.15 tahun 2009 tentang
perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar
modern tidak optimal. Sejak pengelolaan pasar diserahkan secara
penuh kepada PD. Pasar, beberapa pasar tradisional mengalami
“pemoderenan” atau yang biasa disebut revitalisasi pasar. Dengan
berlandaskan konsep otorianisme (tidak melibatkan pedagang
dalam pengambilan keputusan seperti penetapan harga kios dan
model pasar), perusahaan daerah menggaet beberapa investor
asing untuk berinvestasi membangun pasar tradisional yang lebih
modern. Lihat saja pasar Terong yang pada tahun 1996 dirombak
total menjadi empat tingkat atas kerjasama dengan developer PT.
Prabu Sejati.PD Pasar selaku penanggung jawab pasar tradisional
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pada dasarnya memiliki dua prinsip dasar yaitu profit oriented dan
srivice. PD Pasar mempunyai tugas memungut biaya retribusi bagi
para pelaku usaha yang ada di pasar tradisional sebagai wujud
profit oriented yaitu mencari keuntungan. Pelayanan terhadap
pasar tradisional seperti kebersihan, keamanan, perbaikan sarana
dan prasaran pasar. Jadi kewajiban untuk melakukan pembinaan
hanya dilakukan secara otodidak saja.
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b. Perbedaan dampak Kewenangan Pemerintahan Ilham Arif
Sirajuddin dan Moh. Ramdhan Pomanto
1. Ilham Arif Sirajuddin a. Pemerintah daerah
memiliki otoritas lebih besar
kepada PD pasar dalam
pengeloaan pasar terong
karena proses penunjukkan
langsung.
b. Orang-orang yang mengisi
posisi direksi PD pasar
adalah lingkup kerabat
walikota kota Makassar.
c. Adanya perlawanan dari
pedagang pasar kepada
pemerintah karena
keterlibatan preman dalam
pemberdayaan pasar.
2. Muh. Ramdhan Pomanto a. Meningkatnya daya saing
antara direksi-direksi
perusahaan daerah karena
proses lelang jabatan.
b. Tidak adanya keterlibatan
langsung oleh pedagang
pasar terong selaku
pelaksana utama pasar
terong dalam pengambilan
keputusan.
Sumber: Diolah oleh Penulis Tahun 2016
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BAB VI
PENUTUP
6.1. Kesimpulan
Dalam penelitian ini, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik
sebagaimana dijelaskan pada bagian pembahasan, yaitu :
1. Bentuk kewenangan yang dimiliki pemerintahan Ilham Arif
Sirajuddin dan Ramadhani Pomanto memiliki persamaan dan
berbedaan dalam pengelolaan Pasar. Kedua Pemerintahan ini
menjalankan kewenangannya berdasarkan landasan hukum UU
dan Perda. Sedangkan perbedaan pada pola kewenangan terletak
Pada pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin yang dalam pemilihan
direksi PD Pasar Raya masih menggunakan hubungan
kekerabatan dan kekeluargaan sehingga pada tingkatan
operasional yaitu proses pembinaan pedagang pasar terong pula
menggunakan orang-orang terdekat untuk menata pedagang di
pasar terong. Sedangkan di masa pemerintahan Moh. Ramdhan
Pomanto pola pemilihian berdasarkan kekerabatan mulai di ubah
dengan melihat potensi dan kinerja direksi dalam melaksanakan
kewajiban pemerintah dalam melindungi pasar tradisional dengan
proses lelang jabatan. Hal ini di anggap sebagai jalan keluar untuk
lebih memperbaiki pola hubungan dengan pedagang pasar terong
agar penataan dan pembinaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan
Perda No 15 tahun 2009.
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2. Pengimplementasian bentuk kewenangan antara pemerintahan
Ilham Arif Sirajuddin dan Muh. Ramdhan Pomanto dalam
menjalankan pemerintahan kota Makassar tidak berjalan dengan
baik. Aturan dalam Perda yang dinilai masih diabaikan oleh
pemerintah ialah mengenai pemberdayaan dan Perlindungan pasar
lokal. Untuk Pemberdayaan, pemerintah seakan lepas tangan
dalam pengelolaan pasar lokal dengan memberikan hak
sepenuhnya kepada PD.Pasar Makassar Raya dan developer yang
bernuansa korporasi. Sehingga pedagang pasar yang mempunyai
modal kecil dan mikro tidak bisa mengakses lapak/kios yang sangat
mahal. Untuk konsep perlindungan, pemerintah seakan
memberikan kelonggaran kepada pengusaha pasar modern dalam
penerbitan izin. Sehingga ekspansi pasar modern di kota Makassar
tidak terelakkan dan hal tersebut membuat pasar lokal semakin
tersudutkan.
6.2. Saran
1. Sangat perlu perubahan paradigma dari pemerintah yang
menganggap bahwa sesuatu yang tradisional itu sudah
ketinggalan jaman. Sangat jelas ketika melihat slogan dari
pemerintah kota Makassar yang menginginkan Makassar sebagai
kota dunia dan untuk merealisasikan impian tersebut maka
diciptakanlah segala simbol-simbol modernitas salah satunya
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pasar dan toko modern. Selain itu, paradigma yang harus diubah
dari pemerintah ialah perlakuan yang adil bagi setiap pelaku
usaha, baik itu pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar.
Dimana setiap izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak
melulu bertujuan mengejar target PAD. Tetapi bagaimana
pemerintah harus mempunyai sikap perlindungan kepada pelaku-
pelaku usaha kecil yang terdapat di pasar lokal dan UMKM.
2. Perlunya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap pasar
tradisional sebagai penggerak ekonomi daerah dalam hal
memberikan perlindungan dan pemberdayaan dengan adanya
program dari pemerintah untuk pengembangan terhadap
pedagang yang ada di pasar terong untuk diberikan pembinaan
secara bertahap, bantuan modal yang tepat sasaran dan
berdayaguna demi mewujudkan pasar terong yang memiliki daya
saing ditengah persaingan global.
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